PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MERIT DALAM
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

IMPLEMENTATION OF MERIT SYSTEM POLICY IN
THE MANAGEMENT OF STATE CIVIL APPARATUS

NURWITA ISMAIL
B013191028

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022



PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MERIT DALAM
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DISERTASI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi :
ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURWITA ISMAIL
B013191028

Kepada:

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022



DISERTASI

PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN
APARATUR SIPIL NEGARA

Disusun dan diajukan oleh:

NURWITA ISMAIL
B013191028

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi
Program Doktor Program Studi limu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 14 Maret 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Co. Promotor,

Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H.
NIP. 195211111981031005

Ketua Program Studi S3

limu Hukum, %

NIP. 196408 41991032002 :




PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwita Ismail
Nomor Induk Mahasiswa : B013191028

Program Studi - limu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-
benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan
tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat
dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain,

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Maret 2022

Yang Menyatakan,




PRAKATA

i

-
.
= A g | PR
- T s s

Tiada kata yang paling mulia untuk penulis khaturkan kecuali puji
syukur kehadirat Allah SWT yang hanya karena pertolongan-Nya serta
taufig dan hidayah-Nya telah tercurahkan kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan hasil penelitian disertasi yang berjudul Penerapan
Kebijakan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara,
Salam serta shalawat senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad
SAW berkat perjuangan beliau sehingga tatanan hidup dan kehidupan
jahiliyah dapat terkikis dan beralih pada tatanan hidup yang alamiah dan
islami yang penuh berkah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi
maupun penyusunan Disertasi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan
tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh
karena itu pada kesempatan ini sepatutnya penulis menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi
doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas
segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis
peruntukkan kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Ismail Mole dan
Ibunda Raplin Pakaya atas segala didikan serta menuntun setiap langkah
penulis serta doa tulus selama menempuh proses pendidikan ini. Serta
Ahmad Polontalo dan Zaenap T. Djibu mertua saya yang terus mendoakan
dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan pendidikan doktor ilmu
hukum ini. Semoga apa yang diberikan menjadi amal jariah bagi mereka
dikemudian hari.

Kepada suami penulis Karim Polontalo, S.H., M.H, terima kasih
atas segala dukungan moril dan materil serta doa yang telah diberikan
kepada penulis, telah menjadi teman berdiskusi dan menghibur dikala

sedih, menyemangati dikala putus asa, permohonan maaf penulis



Vi

sampaikan karena selama menempuh pendidikan ini banyak waktu dan
perhatian yang tersita sehingga banyak hal yang kurang mendapat
perhatian dengan baik termaksud membantu penulis dalam mengurus
pekerjaan rumah tangga dan anak-anak. Teruntuk anakda Muh. Rafa Azka
Putra Polontalo dan Arvie Syahrain Polontalo, anak soleh belahan hati
pelipur lara terima kasih telah menemani penulis selama menempuh proses
pendidikan doktor ini, mohon maaf atas banyaknya waktu yang tersita,
banyak hal yang tertunda, banyak kewajiban yang terabaikan akibat
kesibukan dalam penyelesaikan pendidikan ini.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh
kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat
terpelajar Prof. Dr. Aminuddin llmar, S.H., M.Hum selaku Promotor yang
telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan
menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh
keikhlasan dalam proses menyelesaikan disertasi ini. Prof. Dr. Muhammad
Djafar Saidi, S.H., M.H selaku Co-Promotor yang dengan penuh kesabaran
berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi tulisan serta arahan
demi penyelesaian disertasi ini. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, M.A.P, selaku
Co-Promotor berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing,
mengoreksi disertasi serta arahan-arahan demi penyelesaian disertasi ini
ditengah kesibukan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penghargaan dan rasa hormat penulis ucapkan kepada tim penguiji
yang amat terpelajar Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S. Prof. Dr. Abdul
Maasba Magassing, S.H., M.H. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., dan
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P, yang dengan kesibukan masing-
masing namun berkenan dan banyak memberikan masukan, arahan serta
saran-saran dalam perbaikan dan substansi penulisan disertasi ini. Terima
kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada yang terhormat Dr.
Sukardi, S.H., M.H, yang telah bersedia menjadi penilai Eksternal atas

kesempatan, waktu dan sumbangan pemikiran perbaikan disertasi ini.



Vil

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis
sampaikan kepada pimpinan institusi yang amat terpelajar Prof. Dr. Dwia
Aries Tina Pulubuhu, M.A, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Prof. Dr.
Parida Patittingi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim,
S.H., M.H., M.A.P, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Pengembangan
dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin
Muchtar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Muh.
Hasrul, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr.
Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan
dan dorongan pada penulis dalam menyelesaikan studi.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima
kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama
menempuh pendidikan di Kampus ini. Selanjutnya tenaga pendidik
Fakultas Hukum Universitas Hasanudddin, terima kasih atas segala
dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan
selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin. apa yang diberikan selama ini menjadi amal jariah dikemudian
hari.

Ucapan dan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah
Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Bantuan
Studi berupa beasiswa sebagian biaya pendidikan (beasiswa semester).
Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan Bantuan Studi.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Staf yang telah memberikan izin
dan bersedia meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam
mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan disertasi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo Cq Kesbangpol Provinsi Gorontalo yang

telah memberikan lzin penelitian. Kepala Kantor Badan Kepegawaian



viii

Daerah Provinsi Gorontalo dan Pegawai yang telah bersedia meluangkan
waktu menerima penulis untuk melakukan penelitian serta bersedia
melakukan wawancara dan berdiskusi dalam pengambilan data selama
penelitian.

Terima kasih penulis haturkan kepada Dr. Moh. Rolli Paramata,
S.E., M.M., Ketua Yayasan Pendidikan DLP Gorontalo. Dr. Ibrahim Ahmad,
S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Gorontalo yang telah memberikan
dukungan, memotivasi, dan rekomendasi kepada penulis untuk
melanjutkan studi kejenjang Doktor. Dr. Yusrianto Kadir, S.H., M.H, sebagai
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, yang memberikan
dukungan, memotivasi, serta kebijakan-nya dalam memberikan bantuan
studi kepada penulis dalam menempuh pendidikan Doktor. Dr. Arifin
Tumuhulawa, S.lpem., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum. Dr.
Robby W. Amu, S.H., M.H, Ketua Program Studi Strata Dua Magister limu
Hukum, Yoslan K. Koni, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Strata
Satu llmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas
Hukum Universitas Gorontalo, terima kasih atas doa, bimbingan, serta
dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi
Doktor ini.

Ucapan terima kasih kepada Saudara-saudaraku, Kakak
Hendriyanto Ismail, Adik saya Nuriman Ismail, S.Kep, sibungsu Anesyawati
Ismail, Terimakasih atas Doa dan dukungannya. Kakak Ipar, Anita
Polontalo, dan Lian Polontalo, terima kasih atas dukungan, bantuan serta
doa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Ucapan terima kasih kepada Dr. Leni Dwi Nurmala, S.H., S.HI.,
M.Hum, Dince Aisa Kodai, S.H., M.H dan Nikma Bilondatu, S.E., M.Ak, yang
dengan sudi meluangkan waktunya menemani penulis serta tidak henti-
hentinya memberikan support, mendoakan bahkan menjadi pengarah
kepada penulis dalam menulis disertasi hingga menyelesaian studi ini.

Teman-teman angkatan 2019 khususnya Teman-teman

Seperjuangan pada Program Doktor lImu Hukum Universitas Hasanuddin



Angkatan 2019 (Ganijil), Sahabat Baik Dr. Erni Dwita Silambi, S.H., M.H,
Safrin Salam, S.H., M.H, Faharuddin, S.H., M.H, Nuragifah, S.H., M.H.,
Rosnida, S.H., M.H, Sinta Nurhidayati, S.H., M.H, Adil Kasim, S.H., M.H,
Jayadi,S.H., M.H, Sulaiman, S.H., M.H, Yuldiana Zesa, S.H., M.H, Dina
Dayana Laode Malim, S.H., M.H, Anton Silubun, S.H., M.H, Sukarno, S.H.,
M.H, yang saling memberikan doa, dukungan, semangat dan kerjasamanya
selama ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan bagi Senior-senior
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak memberikan
bantuan, arahan, motivasi Dr. Handar Subandri, S.H., M.H., Dr. Rafika Nur,
S.H., M.H., Dr. Darmawati, S.H., M.H, Dr. Khelda Ayunita Sofyan, S.H.,
M.H, terimakasih atas bantuan, dorongan dan motivasi yang diberikan.

Akhirnya penulis menyadari “tak ada gading yang tak retak”,
tentunya disertasi ini masih banyak kekurangan atau ketidaksempurnaan,
untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritikan berupa saran dan
masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini
berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga Allah SWT
selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Maret 2022

Nurwita Ismail



Abstrak

Nurwita Ismail. Penerapan Kebijakan Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara (dibimbing oleh Aminuddin limar, M.
Djafar Saidi, Muh. Hasrul)

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan dan menganalisis : (1)
hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil
Negara.(2) Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit
dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.(3) Konsep ideal penerapan
sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang mendorong
kebijakan reformasi birokrasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dan penelitian
hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui pengkajian studi kepustakaan dan penelitian lapangan,
yang diperoleh melalui dengan mencari, mengumpulkan fakta yang ada
sesuai dengan masalah yang dibahas dengan mengadakan wawancara
dan penyebaran kuesioner. Kemudian keseluruhan data, baik data primer
maupun sekunder dianalisis dengan mempergunakan metode induktif dan
deduktif melalui pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hakikat pengaturan
kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara belum
optimal, orientasi penempatan seseorang belum berdasarkan
kualifikasi,kompetensi dan kinerja serta belum menjamin pemuhan hak-hak
aparatur sipil negara untuk dilaksanakan sebab lemahnya ketentuan sistem
merit dalam Undang-undang aparatur sipil negara. (2) faktor yang
mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen
aparatur sipil negara masih harus diperhatikan, faktor substansi hukum
yang belum memberikan jaminan keharusan pelaksanaan sistem merit,
faktor struktur hukum aparatur sipil negara sebagai pelaksana sistem merit
belum kompeten dalam melakukan penilaian mandiri, faktor budaya hukum
masyarakat yang masih minim dalam mengetahui penerapan sistem merit
dalam manajemen aparatur sipil negara, faktor sarana atau fasilitas yang
belum tersedia dalam mendukung terlaksananya sistem merit, (3) konsep
ideal penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara yang
mendorong kebijakan reformasi birokrasi adalah dengan melakukan
penataan secara kelembagaan khususnya komisi aparatur sipil negara
yang merupakan lembaga yang bertanggungjawab terlaksananya sistem
merit pada instansi pemerintah, sehingganya perlu kejelasan terhadap
hasil rekomendasi komisi aparatur sipil negara sebagai sesuatu yang
eksekutorial dan memiliki daya paksa, serta mengubah fostur organisasi
perangkat daerah secara rasional dan objektif, dengan menyiapkan sumber
daya aparatur talenta digital untuk merespon transformasi digital dalam
mendukung budaya inovasi manejemen menuju birokrasi kelas dunia.
Kata kunci : kebijakan, sistem merit, aparatur sipil negara
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Abstract

Nurwita Ismail. Implementation of Merit System Policy in The
Management of State Civil Apparatus (guided by Aminuddin limar, M. Djafar
Saidi, Muh. Hasrul)

This research aims to explain and analyze: (1) the nature of the
policy regulation of the merit system in the management of the State Civil
Apparatus. (2) Factors affecting the policy efficiency of the merit system in
the management of the State Civil Apparatus. (3) The ideal concept of the
application of a merit system in the management of the State Civil
Apparatus that encourages bureaucratic reform policies.

This research uses normative research types and empirical legal
research. Using a statutory approach, and conceptual attachments. Data
collection techniques are carried out through the assessment of literature
studies and field research, obtained through searching, collecting existing
facts in accordance with the issues discussed by conducting interviews and
the dissemination of questionnaires. Then the entire data, both primary and
secondary data are analyzed using inductive and deductive methods
through qualitative approaches.

The results showed that: (1) the nature of the policy setting of the
merit system in the management of the State Civil Apparatus has not been
optimal, the orientation of one's placement has not been based on
qualifications, competence and performance and has not guaranteed the
enforcement of the rights of the state civil apparatus to be implemented due
to the weak provisions of the merit system in the law of the state civil
apparatus. (2) factors that affect the application of merit system policy in the
management of the state civil apparatus must still be considered, factors of
legal substance that have not provided guarantees of the necessity of the
implementation of the merit system, factors in the legal structure of the state
civil apparatus as implementers of the merit system are not competent in
conducting independent assessments, factors of community legal culture
that are still minimal in knowing the application of the merit system in the
management of the state civil apparatus, factors of facilities or facilities that
are not yet available in support of the implementation of the merit system,
(3) the ideal concept of implementing the merit system in the management
of the state civil apparatus that encourages bureaucratic reform policies is
to make institutional arrangements, especially the state civil apparatus
commission which is the institution responsible for the implementation of the
merit system in government agencies, so that it needs clarity on the results.
Recommendations of the state civil apparatus commission as executive and
have coercive power, as well as changing the framework of regional device
organizations rationally and objectively, by preparing the resources of the
digital talent apparatus to respond to digital transformation in support of the
management innovation culture towards a world-class bureaucracy.
Keywords: policy, merit system, state civil apparatus



Xii

DAFTAR ISI

Halaman
Halaman JUdUL...........ooooooiiie e [
Halaman Pengajuan ...........ccoooeeeeiiiiiiiiiiiii e e e i
Halaman PersetUjuan ..........ccoooeeeiiiieeiiiiiii e i
Pernyataan Keaslian...........cccoooeeoiiiiiiiiiii e \Y
Prakata ........oooiiiiiiiie e Y
ADSIIAK .o X
ADSITACT. ... Xi
DALAN IST e Xii
Daftar Tabel ... XV
Daftar GamMDA ..........ooviiiiiiii e XVi
Daftar Diagram.........ccoooviiiiiiiii e XVii
BAB | : PENDAHULUAN ... .o 1
A. Latar Belakang ...........ceeiiiiiieiiiieciee e 1
B. Rumusan Masalah ...........cocccuiiiiiiiiiiiie e 18
C. Tujuan Penelitian ..........ccoovviiiiiiiiiee e, 18
D. Manfaat Penelitian............oooouuuiiiiiiiiiiieeee e 19
E. Orisinalitas Penelitian.............cccovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 20
BAB Il : Tinjauan Pustaka ............cccuoiiiiiiiiiiieeiiieeeeee e, 24
A. Kerangka TeOoritiS .......uviiiiiiiii e 24
1. Teori BirOKraSi.........ccooeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee 24

2. Teori Penegakan HUKUM ..........cccoooeiiiiiiiiiiiiicceee, 29



3. Konsep Reformasi Birokrasi ...........cccceeeveeeeeeeeeennnnnnnn.
B. Tinjauan tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.............
1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil............ccceevvvvvnnnnnn.
2. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kera o
3. Sistem Merit Aparatur Sipil Negara ..............ccccuveeeeee
4. Lembaga Pelaksana Manajemen Aparatur Sipil
N[0 = U= TP
C. Kerangka PemiKiran..........ccccccoviiiiiiiic i,
1. Kerangka PiKir ........cooooiiiiiiiii e,
2. Bagan Kerangka PiKir.........ccccccvviiiiiiiieiicccccne e,
3. Definisi Operasional............cccvuviiiiiiiieeiiceceee e,
BAB Il : Metode Penelitian ...
A. Tipe Penelitian........ccccoooiiiiiiiiii e
B. Pendekatan Masalah............cccooiiiiiiiiiiiiiiiie e
C. Lokasi Penelitian .............ouveiiiiiiiiiiiiiieieeeee e
D. Populasi dan Sampel ..........ccoooeiiieiiiiiiiiee
E. Bahan HUKUM/DAta ..........cccooeiiiiiiiiiiiiiiiccceeeeiieee e
F. Analilsis Bahan Hukum/Data.............cccccceeiiiiiiiiiiiiiiiiceeeee
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan............cccccccovvvviiiinnnnnn.

A. Hakikat Pengaturan Kebijakan Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara ............cccccuvvvimiiiiiiiinnnnnnns

1. PeNgaturan .........ccooooemiiiiiiiiiiieeeee e

2. Pengorganisasian ...

3. ProfesionaliSmMe .....oovvieii e

Xiii

33

38

33

65

61

66

82

82

87

88

90

90

90

91

92

93

94

96



Xiv

4. EfISIBNSI.ccciiiiiiiiieiieece e 176
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan Sistem
Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara .................. 179
1. Substansi HUKUM ... 179
2. Struktur NUKUM ..., 195
3. Sarana Atau Fasilitas.........ccccccceviiiiiiiiiie 201
4. Budaya Hukum Masyarakat ............cccceeveeeiiiiiiiieeeieeeennnen. 210
5. Keadaan tertentu ........ccccccviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 226

C. Konsep ldeal Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara Yang Mendorong Kebijakan Reformasi

BIFOKIASI oo 232

1. Kelembagaan..........ccooooiiiii 232

2. Sumber Daya Manusia Talenta Digital.............cccccceeeeeee. 238

BAB V I PENULUP ... 242
A, KESIMPUIAN. ... 242

B. SAraN....coi i 244
DAFTAR PUSTAKA .. e 245

LAMPIRAN. ...t 253



XV

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

. Perencanaan kinerja Kementerian PANRB Tahun 2020.......... 129
. Realisasi capaian Kinerja Kementerian PANRB ....................... 131

. Matrik Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020............cccccoevveieiinnnnns 139

. Summary Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
TANUN 2020 ..o 143

. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Serta Sasaran

Program di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara................ 153



XVi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman
1. Struktur organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara...................... 127
2. Alur penilaian SiStem MEeTit.........cccoeeieeiiirieiiiiie e 154
3. Realisasi kinerja penerapan sistem merit...........cccccevvvvieeeeennn. 155
4. Indikator penilaian sistem merit pada aplikasi SIPINTER.......... 158
5. Analisis Aspek Penerapan Sistem mefit............ccceevvvvvviiineeeennn. 159
6. Form aplikasi Siransija Berbasis Online .............cccccevvvieeneeenn. 169

7. Strategi kebijakan pemerintah pada situasi pandemi ............... 228



XVii

DAFTAR DIAGRAM

Nomor Halaman

1. Penilaian mandiri penerapan sistem merit (SIPINTER) pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo ...................... 165

2. Capaian perencanaan kebutuhan sistem merit dalam manajemen
Aparatur Sipil Negara ..........ccccceeeeeeiiiiiiiiee e 184

3. Capaian pengadaan sistem merit dalam manajemen Aparatur
SIPIENEQANA .....uiiiiiiiiiiiiiii 184

4. Capaian pengembangan karier sistem merit dalam manajemen
Aparatur Sipil NeQAara ...........cccoeeeeieeiiiecie e 188

5. Pengaruh faktor substansi hukum terhadap pelaksanaan
kebijakan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara
pada Komisi Aparatur Sipil Negara............cccoevvviiiiieeeeieeeiiinnnnnn, 192

6. Menguji kebijakan dengan melibatkan partisipasi publik dalam
pengawasan sistem merit di Komisi Aparatur Sipil Negara ....... 193

7. Pengaruh sarana atau fasilitas terhadap kebijakan sistem
Merit dalam manajemen aparatur sipil negara........................... 203

8. Tingkat kepatuhan penggunaan Aplikasi SIPINTER ................. 204

9. Pengaruh Faktor Budaya Hukum terhadap pelaksanaan kebijakan
sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara................ 213

10.Tingkat kepatuhan instansi pemerintah berdasarkan pengawasan
kelompok kerja bidang penerapan kebijakan sistem merit wilayah
Fdan wilayah ... 215

11.Capaian kinerja KASN terhadap penerapan kebijakan sistem
Merit tahun 2019 s/d tahun 2021 ...........cccoiveeiiiiiieeei e, 234



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam alinea
keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Adapun tujuan nasional menekankan kewajiban pemerintah
Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Oleh karena itu, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang kempetitif agar dapat menggerakkan dan
memacu pembangunan dalam aspek kehidupan bernegara.

Tujuan pembangunan nasional akan tercapai dengan adanya
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam
kehidupan masyarakat, olehnya yang harus dilakukan dalam mencapai
tujuan nasional yaitu dengan peningkatan kualitas manusia
(masyarakatnya) secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan perkembangan sosial'.

Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia yang

memegang peranan penting dalam pelaksana pemerintahan, baik dalam

1 Sri Hartini,Setiajeng Kadarsih, Tedi sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, HIm. 5



merumuskan maupun menjalankan suatu kebijakan Negara dalam
mendukung, melancarkan segala urusan baik dari aspek pemerintahan
maupun pembangunan. Aparatur Sipil Negara memiliki tugas untuk
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, menjalankan roda
pemerintahan, serta tugas dalam pembangunan, sehingga perlu dibentuk
suatu Aparatur Sipil Negara yang profesional dan kompeten dibidangnya.
Salah satu alasan diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah untuk melaksanakan cita-cita
bangsa dalam mewujudkan suatu pembangunan nasional yang dimulai dari
membangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, netral
dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, dengan demikian fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan
publik baik pelaksana kebijakan publik maupun sebagai perekat dan
pemersatu bangsa?, dapat dijalankan dengan baik sebagaimana harapan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara menyebutkan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Status Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara
Nasional, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

diangkat dengan perjanjian oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai

2 Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.



dengan kebutuhan instansi. Maka dengan demikian, pegawai Aparatur Sipil
Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang secara
bersama-sama melaksanakan tugas pemerintah.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian :

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”
Sedangkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian :

“‘Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan”

Dalam menjalankan tugas pemerintah dan tugas pembangunan
Aparatur Sipil Negara harus memiliki sumber daya yang berkualitas,
mempunyai kemampuan tinggi yang sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Keberadaan Aparatur Sipil Negara sebagai
pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki profesi
dan manajemen yang berdasarkan pada sistem merit. Dengan menerapkan
sistem merit, Aparatur Sipil Negara akan berkompetisi secara sehat,
penempatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan porsi bidang
keilmuannya.

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, memberikan rujukan bahwa profesi Aparatur Sipil



Negara harus berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: (1) Nilai dasar;(2)
Kode etik dan kode perilaku; (3) Komitmen, Integritas, Moral, dan Tanggung
Jawab pada pelayanan publik; (4) Kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan bidang tugas;(5) Kualifikasi akademik; (6) Jaminan perlindungan
hukum dalam melaksanakan tugas; dan (7) Profesionalitas jabatan.

Untuk menjaga agar profesionalitas Aparatur Sipil Negara terlaksana
dengan baik, menjalankan pelayanan publik yang berkualitas, serta sebagai
aparatur yang merencanakan, melaksanakan serta mengawas
penyelenggaraan dalam pemerintahan maka dibentuk suatu sistem
manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada sistem merit.

Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara memberikan pengertian :

“Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan”

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tersebut, sistem merit merupakan sistem yang dianggap adil
bagi Aparatur Sipil Negara, memberikan kesempatan yang sama namun
penilaian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa
membedakan status sosial maupun keadaan fisik seseorang. Bagaimana
menempatkan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya bukan melalui

aspek lain seperti kedekatan, balas jasa, kekeluargaan, money politik dan

lain sebagainya.



Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, menyebutkan bahwa manajemen Aparatur Sipil Negara
diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Dasar inilah yang
mengharuskan seluruh instansi pemerintah seluruh proses mulai dari
pengadaan, penyusunan pangkat dan jabatan, hingga pada promosi dan
mutasi harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit. sehingganya jika
sistem merit diterapkan maka akan memberikan jaminan kepada seluruh
Aparatur Sipil Negara didalam mewujudkan aparatur pemerintah yang
bebas KKN, serta upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparatur
Sipil Negara.

Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan sistem merit merupakan
mekanisme yang dianggap paling layak dalam pengembangan sumber
daya manusia birokrasi, karena memberikan ilustrasi pengelolaan birokrasi
secara proporsional dan profesional®, peningkatan kualitas reformasi
birokrasi pemerintah agar lebih efektif, efisien, dan strategis. Dapat
ditempuh melalui penguatan kapasitas pengelolaan dan penerapan
manajemen Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara transparan,
kompetitif, yang berbasis pada sistem merit.

Agar dapat berlangsung secara konsisten dan terjaminnya
pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai

dengan tuntutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

8 Osvaldo Sahambangung, Novie Pioh, dan Welly Waworundeng, 2019, Manajemen
Sistem Aparatur Sipil Negara (Studi Tentang Sistem Merit Dalam Penempatan Jabatan
Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sengihe), Jurnal
Eksekutif Jurusan llmu Pemerintahan, Volume 3 No. 3, HIm. 2



Sipil Negara. maka untuk mewujudkan sistem merit dalam manajemen
Aparatur Sipil Negara perlu diatur ketentuan pelaksana bagaimana
penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah melalui
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa setiap
instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit harus menyusun Road
Map yang terdiri dari delapan indikator diantaranya :

Perencanaan kebutuhan;
Pengadaan;

Pengembangan kerier;

Promosi dan mutasi;

Manajemen kinerja;
Penggajian,penghargaan dan disiplin;

Perlindungan dan palayanan; dan
Sistem informasi.

N>R~ WNE

Pentingnya sistem merit berpengaruh positif dan signifikan terhadap
transformasi struktural serta budaya yang ada pada instansi pemerintah,
sistem merit sebagai insight dalam meningkatkan kualitas praktik
penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Maka setiap instansi
pemerintah lebih memfokuskan area-area perubahan dengan menggali
permasalahan dan potensi Aparatur Sipil Negara, Pelaksanaan sistem
merit seharusnya dapat mengatasi problem yang dapat menimbulkan

kerugian yang lebih besar dimasa akan datang. Oleh karena itu dibentuklah



lembaga yang memonitor serta melakukan evaluasi agar terwujudnya
sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yaitu
Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 25 Ayat 2 Huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa Presiden
mendelegasikan kekuasaannya kepada :

“‘Komisi Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan kewenangan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur
Sipil Negara serta menjamin terlaksananya sistem merit serta
pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode
perilaku aparatur sipil negara”.

Pengawasan dan evaluasi kebijakan sistem merit dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara yang meliputi manajemen terhadap pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Guna melahirkan
sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang profesional dan
kompeten di bidangnya, dengan demikian Komisi Aparatur Sipil Negara
hadir untuk menjamin terbentuknya profesi Aparatur Sipil Negara yang
dihormati, dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara menyebutkan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk
dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan
dan manajemen Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan kewenangan
delegasi tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban untuk

melaporkan hasil evaluasi terhadap pengawasan kebijakan manajemen

Aparatur Sipil Negara kepada Presiden.



Akan tetapi fakta yang ada, kewenangan Komisi Aparatur Sipil
Negara sebagai lembaga yang didelegasikan untuk menjamin
terlaksananya sistem merit pada instansi pemerintah masih tergolong
lemah. Kurangnya tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam
melaksanakan sistem merit masih setengah-setengah, terbukti bahwa
banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pembina
kepegawaian.

Dengan menempatkan hukum sebagai hal tertinggi (supreme) dalam
negara, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Maka mengisyaratkan bahwa setiap
urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan bernegara
barus berpedoman pada hukum. Pemerintahan yang berdasar atas hukum
akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar
masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang
menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara
dapat selalu berkesesuaian atau sejalan*. Good governance yang selama
ini diaplikasikan dalam tatanan hidup bangsa dan negara merupakan
pelaksanaan sistem demokratisasi, kehidupan demokratisasi yakni dengan
menegakan hukum secara adil dan wajar melaksanakannya tanpa
memandang status seseorang. Sebab tanpa penegakan hukum, orang

secara bebas berupaya mencapai tujuan tanpa mengindahkan kepentingan

4 1bid, Hal. 37



orang lain, termaksud menghalalkan segala cara. sehingga untuk
menciptakan good governance maka proses awal yang dilakukan dengan
membangun sistem hukum secara sehat, mulai dari memperbaiki
perangkat lunaknya (software), perangkat keras (hardware) hingga pada
perbaikan sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya
(humanware).

Fakta yang terjadi yang mencerminkan buruknya birokrasi
pemerintahan indonesia pada sistem manajemen pegawai negeri sipil
adalah Kasus suap dari 2 pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia
di Jawa Timur, yaitu Haris Hasanudin dan M Muafag Wirahadi®. Motif
penyuapan yang dilakukan oleh haris dan muafaq dengan tujuan untuk
proses seleksi jabatan dalam rangka pengisian jabatan di lingkungan
kementerian agama republik indonesia.

Tidak efektifnya pelaksanaan sistem merit salah satu faktor terbesar
penyebabnya adalah politik kekuasaan, seperti Kasus suap lelang jabatan
pemerintah Kabupaten Cirebon oleh Sunjaya Purwadisastra, Dalam
promosi jabatan terdakwa sering meminta imbalan uang kepada pejabat
yang dilantik®. Sunjaya sebagai bupati melakukan kekuasaanya dengan
memasang tarif pada masing-masing eselon mulai dari eselon llIA, IlIB, dan

eselon IV. Motif yang dilakukan sunjaya sebagai pembina Aparatur Sipil

5> https://news.detik.com/berita/d-4668578/kasus-suap-jual-beli-jabatan-romahurmuziy-
segera-diadili, diakses pada tanggal 10/10/2020 pukul 09.29 wita

6 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4446270/kasus-suap-sunjaya-pasang-tarif-
rp-100-juta-untuk-promosi-jabatan diakses pada tanggal 10/10/2020 pukul 09.42 wita



https://news.detik.com/berita/d-4668578/kasus-suap-jual-beli-jabatan-romahurmuziy-segera-diadili
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https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4446270/kasus-suap-sunjaya-pasang-tarif-rp-100-juta-untuk-promosi-jabatan%20diakses%20pada%20tanggal%2010/10/2020
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Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tidak
mencerminkan sikap profesionalitas.

Berdasarkan Fakta-fakta yang dijelaskan diatas, menjadi salah satu
penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik yang berakibat pada rusaknya tatanan hukum dan aturan
yang seharusnya menjadi prasyarat bagi pelaksanaan manajemen
Aparatur Sipil Negara. Pendekatan kekuasaan yang sentralistik seperti
inilah yang menjadi andalan dalam manajemen pemerintahan. Akibat
ketergantungan terhadap politik kekuasaan menyebabkan minimnya
loyalitas terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.

Dengan adanya sistem merit, segala tahapan mulai dari
perencanaan, perekrutan hingga proses seleksi akan terselenggara dengan
baik dan adil sebab penjaringan yang dilakukan memperhatikan kualifikasi
kompetensi serta kualitas bagi aparatur yang menempati posisi/jabatan’.
Ironisnya perlakuan terhadap sistem merit ini belum dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Penjaringan jabatan pimpinan tertinggi pratama
pada setiap kabupaten/kota dilaksanakan melalui seleksi terbuka, namun
hal ini bukan menjadi jaminan tidak adanya indikasi lain yang dilakukan oleh
pejabat pembina kepegawaian (Bupati/Walikota) untuk melakukan
pelanggaran. Ketentuan Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan bahwa pantia

7 Osvaldo Sahambangung,dkk. Op. Cit, Hal. 2
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seleksi jabatan memilih 3 calon untuk setiap lowongan jabatan. Disinilah
celah yang memberikan ruang besar kepada pejabat pembina
kepegawaian untuk melakukan hal lain diluar penilaian yang telah
ditetapkan yang bermuara pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan
adanya kasus-kasus jual beli jabatan maka dapat disimpulkan bahwa hal
yang demikian mencerminkan integritas Pejabat Pembina Kepegawaian
masih sangat lemah dan belum mendukung penuh bagaimana proses
manajemen Aparatur Sipil Negara yang seharusnya dilaksanakan
berdasarkan sistem merit.

Pasal 25 Ayat 2 Huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan
aparatur, kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, baik
koordinasi maupun sinkronisasi kebijakan. Keberadaan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi
keterwakilan pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi serta
upaya untuk memberikan pembaharuan serta perubahan yang mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya hal-hal yang
mencakup aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber
daya aparatur. Sehingga dengan adanya reformasi birokrasi menimbulkan
dampak terhadap perubahan birokrasi menjadi lebih bersih, akuntabel,
lebih efektif dan efisien serta birokrasi yang lebih memperhatikan kualitas

pelayanan publik. Agar perubahan-perubahan tersebut terwujud maka perlu
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dipersiapkan mental dan perilaku Aparatur Sipil Negara, sebab perilaku
negatif yang diberikan oleh para birokrat menciptakan citra birokrasi yang
buruk.

Jika sistem manajemen sumber daya manusia dilaksanakan secara
tidak baik mulai dari penerimaan, penempatan, promosi, mutasi hingga
pensiun maka akan menghasilkan kompetensi sumber daya manusia yang
kurang baik dan berpengaruh pada pelaksanaan penyelenggaraan
pelayanan dan pemerintahan. Oleh sebab itu, sistem merit dihadirkan untuk
merubah sistem birokrasi Aparatur Sipil Negara menjadi lebih baik.

Prinsip dasar reformasi Aparatur Sipil Negara melalui kelembagaan
adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
secara nasional, meningkatkan ketepatan ukuran dan fungsi (rightsizing),
tepat proses (right proses), sinergisme kelembagaan kementerian dan
lembaga non struktural, agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap tupoksi
antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Meningkatkan
kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meningkatkan sinergitas
lembaga baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, serta
meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara®.

Peran Aparatur Sipil Negara dalam reformasi birokrasi bukan hanya

terletak pada perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas

8 Safrizal Rambe, et al, 2016, Kiprah Kementerian Panrb Revolusi Mental Birokrasi Bersih,
Profesional dan Berdayasaing Global, Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta. HIm.
17
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pemerintahan, tetapi pengambilan keputusan yang secara profesional
dapat memberikan pengaruh besar pada reformasi birokrasi. Kapabilitas
Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama dalam menentukan
keberhasilan pembangunan harus dituntut dengan kinerja yang tinggi.
Dengan semangat desentralisasi, memberikan hak otonom kepada daerah
untuk mengurus daerahnya. Desentralisasi kedaerahan memberikan peran
lembaga instansi pemerintah daerah untuk menyusun penerapan sistem
merit Aparatur Sipil Negara yang mengacu pada pedoman pelaksanaan
yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Menurut Muh. Hasrul dan Syafaat
bahwa desentralisasi dapat dipahami sebagai penyerahan wewenang
politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengambilan
keputusan dan majamenen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada
unit-unit (daerah)®.

Pasal 10 Huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Sistem Merit, dijelaskan bahwa :

Instansi pemerintah mempunyai kebijakan internal pengadaan
Aparatur Sipil Negara mencakup pengadaan dari jalur calon Pegawai
Negeri Sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta
pemindahan pegawai negari sipil dari Instansi lain yang terkait dengan
pengadaan Aparatur Sipil Negara  secara terbuka, kompetitif,
transparan, dan tidak diskriminatif”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, faktor utama dalam pelaksanaan

sistem merit adalah faktor manusia dalam hal ini Pegawai Negari Sipil dan

9 Muh. Hasrul, Syafaat Anugrah Pradana, 2019, urgensi staff ahli kajian teoritik keberadaan
staf ahli sebagai pembantu kepala daerah dalam penanganan isu-isu strategis di
daerah, edisi revisi, Litera, Yogyakarta, Him1



14

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manusia merupakan faktor
untuk menentukan dalam setiap organisasi, perilaku negatif manusia
memberikan pengaruh besar terhadap birokrasi pemerintah. Aparatur Sipil
Negara merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang merupakan
unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan
tujuan pembangunan nasional, perlu mendapat perubahan terhadap pola
pikirnya, sehingga Apartur Sipil Negara bekerja berdasarkan tugasnya,
berdedikasi tinggi, dan loyalitas.

Peran birokrasi adalah bagaimana melaksanakan program kerja
dalam mencapai visi misi pemerintahan negara, birokrasi merupakan
penggerak mesin pemerintahan sehingganya perilaku para birokrat harus
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prosedur yang
tetetapkan agar akuntabilitas birokrasi akan terwujudi®. Birokrasi
pemerintahan yang diawaki sumber daya aparaturnya sebagai birokrat,
sehingganya diperlukan sikap profesionalisme, sebab sikap inilah yang
merupakan pilar dalam menempatkan birokrasi sebagai mesin yang efektif
bagi pemerintah juga sebagai parameter kecakapan yang baik. Indikator
yang menjadi ukuran tingkat profesionalisme diantaranya kompetensi,
efisiensi, efektivitas hingga tanggung jawab*.

Buruknya perlakuan birokrat dalam menjalankan manajemen

aparatur sipil negara mencederai nilai keadilan, karena pada dasarnya

10 Aminuddin limar, 2020, Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Phinatama
Media, Makassar, Him. 12-13

11 Sedarmayanti, 2017, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan
Manajemen Pegawai Negari Sipil, Edisi Revisi, Refika Aditma: Bandung, Him. 342
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hakikat keberadaan sistem merit adalah menempatkan seseorang sesuai
dengan keahlian, bidang ilmunya, profesinya yang penilaiannya
berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dari Pegawai Negeri Sipil yang
dilakukan secara adil tanpa membedakan satu hal dan lainnya, maka dalam
menjalankan roda pemerintahan perlu menerapan konsep tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Aminuddin menyampaikan
bahwa untuk mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan harus
disertai dengan upaya meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas
aparatur, dengan artian bahwa peran, fungsi dan tugas pemerintahan
dengan optimal dapat dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan
memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakatnya*?.

Ketentuan Pasal 55 Ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa manajeman Pegawai
Negeri Sipil di instansi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Berdasarkan hak otonom yang ada di daerah,
Badan Kepegawaian Daerah merupakan perangkat pembantu tugas
pemerintah didaerah. Badan Kepegawaian Daerah adalah instansi yang
bergerak dan bertugas di bawah Badan Kepegawaian Negara yang
mempunyai kewenangan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang
dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan

12 Aminuddin limar, 2018, Hukum Tata Pemerintahan,Cetakan Ke-3, Prenadamedia Group,
Jakarta, HIm. 2
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Kepegawaian Daerah. Dimana disebutkan bahwa di setiap daerah dibentuk
Badan Kepegawaian Daerah. Sehingga dengan adanya Badan
Kepegawaian Daerah diharapkan mampu menjamin kelayakan dan
kemampuan calon Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan sistem merit
sesuai dengan standarisasi penilaian. sehingga harapan terhadap
rekrutmen terhadap calon pengawai negari sipil memiliki system Zero
Grouth bukan Negative Grouth. Badan Kepegawaian Daerah yang
tugasnya adalah untuk mengurus administrasi kepegawaian pemerintah
daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi.

Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan
kepegawaian didaerah harus memperhatikan tiga prinsip diantaranya 13 :

a. Menyampaikan peraturan daerah dibidang kebijaksanaan teknis
kepegawaian;

b. Menyiapkan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, pengerapan gdaji, tunjangan, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil daerah; dan

c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan
penyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada badan
kepegawaian negara.

Olehnya keseluruhan standarisasi pelaksanaan secara administrasi
Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah harus
disesuaikan dengan standar norma dan prosedural yang telah ditetapkan
oleh pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan, sehingga usulan

Calon Pegawai Negeri Sipil ataupun pemindahan/mutasi yang ada sesuai

dengan kebutuhan dan bidang keahliannya.

13 Sri Hartini,Setiajeng Kadarsih, Tedi sudrajat, Op.Cit, Him. 28.
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Penerapan system Zero Grouth merupakan usulan calon Pegawai
Negeri Sipil yang baru sesuai atau sama persis dengan pegawai yang
pension. Sehingga sistem rekrutmen tidak mengalami system Negative
Grouth maksudnya jumlah calon Pegawai Negeri Sipil baru yang diusulkan
lebih sedikit dibandingkan dengan calon Pegawai Negeri Sipil yang
pension. Sehingganya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap
standarisasi pelaksanaan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil, promosi
jabatan, mutasi dan lain sebagainya maka diperlukan suatu sistem
manajeman kepegawaian seperti sistem merit melalui proses perencanaan.

Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil masih ditemukan
praktik suap menyuap, contoh kasus pada tahun 2014 kasus suap yang
melibatkan M Rifa'i selaku kepala bagian hukum Kabupaten Muratara dan
Hamka Jabil selaku Kepala Bagian Kepegawaian. Keduanya melakukan
aksinya dengan menentukan tarif kepada peserta calon Pegawai Negeri
Sipil di Muratara dengan tarif Rp 200 juta untuk peserta calon Pegawai
Negeri Sipil dengan ijazah S1 dan Rp 170 juta untuk lulusan D3.14

Sebagai pelaksana teknis dalam administrasi kepegawaian di
daerah, Badan Kepegawaian Daerah bertugas membantu tugas pejabat
pembina kepegawaian yang tentunya tetap berkorelasi dengan lembaga-

lembaga yang dibentuk berdasarkan delegasi Presiden yakni Badan

14 https://www.liputan6.com/news/read/2119902/suap-cpns-2014-rp-199-miliar-4-orang-
jadi-tersangka diakses pada tanggal 10/10/2020 pukul 10.30 wita



https://www.liputan6.com/news/read/2119902/suap-cpns-2014-rp-199-miliar-4-orang-jadi-tersangka
https://www.liputan6.com/news/read/2119902/suap-cpns-2014-rp-199-miliar-4-orang-jadi-tersangka
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Kepegawaian Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi, Serta Komisi Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan pada uraian diatas, kesenjangan antara Das Solen dan
Das Sein menimbulkan ketertarikan kepada penulis sehingga perlu
mengkaji dalam suatu objek penelitian dalam sebuah disertasi tentang
“Penerapan Kebijakan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara “
B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, penulis merekomendasikan penelitian ini kedalam rumusan
masalah :

a. Bagaimana hakikat pengaturan kebijakan sistem merit dalam
manajemen Aparatur Sipil Negara?

b. Faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam
manajemen Aparatur Sipil Negara?

c. Bagaimana konsep ideal kebijakan sistem merit dalam manajemen
Aparatur Sipil Negara yang mendorong kebijakan reformasi
birokrasi?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan dan menganalisis hakikat pengaturan kebijakan
sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

b. Untuk menemukan faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan

sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
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c. Untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal kebijakan sistem
merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang mendorong
kebijakan reformasi birokrasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teroritis, penelitian ini diupayakan dapat memberikan informasi
dan kontribusi berfikir dalam menambah khasanah dibidang hukum
pada umumnya tentang penerapan sistem merit dalam manajemen

Aparatur Sipil Negara, sehingga diharapkan disertasi ini dapat menjadi

bahan masukan bagi kalangan teoritis serta dapat memperluas dan
menambah pengetahuan hukum bidang tata negara dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Manfaat praktis, penelitian ini adalah adanya konstribusi yang
berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) pada tataran
sosial yang mengatasi barbagai masalah. Penelitian ini dapat membuka
cakrawala berfikir dalam menemukan solusi pemecahan masalah yang
selama ini dihadapi dalam upaya penerapan sistem merit bagi Aparatur
Sipil Negara untuk dapat meningkatkan profesionalisme kerja dalam
upaya perbaikan birokrasi pemerintahan dalam manajemen Aparatur
Sipil Negara.
E. Orisinalitas Penelitian
Untuk memperkuat alasan penulisan gagasan dalam penelitian ini

adalah asli ide dari penulis sendiri, maka penulis terlebih dahulu melakukan
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penelusuran diberbagai penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan

dengan penelitian yang penulis angkat, diantaranya :

1)

2)

Akhmad Syauki, judul “aspek hukum penataan jabatan struktural dalam
sistem kepegawaian di Indonesia”, Tahun 2013, disertasi pada Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Disertasi ini mengkaji
tentang penataan jabatan struktural dalam sistem kepegawaian,
pengaturan pengisian jabatan, dan penataan jabatan struktural dalam
sistem kepegawaian di Indonesia. Hasil penelitiannya menitik beratkan
bahwa pentingnya penataan jabatan struktural dalam sistem
kepegawaian di Indonesia, pengaturan terhadap pengisian jabatan
struktural dalam  sistem  kepegawaian  belum  sepenuhnya
memperhatikan substansi hukum/syarat-syarat jabatan, serta penataan
jabatan struktural dalam sistem kepegawaian belum sepenuhnya
menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. sedangkan
penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang bagaimana
penempatan seseorang terhadap suatu pekerjaan atau jabatan harus
berdasarkan sistem merit.

Tedi Sudrajat, dengan judul “Hubungan Kewenangan Antara Kepala
Daerah Dengan Sekretaris Daerah Terhadap Promosi Jabatan Pegawali
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan
Asas Netralitas Dalam Rangka Mendukung pelaksanaan sistem merit”.
Tahun 2020 disertasi pada Program Studi Doktor Illmu Hukum

Universitas Padjajaran hasil penelitian disertasi memberikan kesimpulan
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bahwa Pertama, hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dengan
Sekretaris Daerah meliputi 2 (dua) pola hubungan, sub-ordinasi dan
koordinasi. Pola hubungan tersebut menciptakan posisi dominan Kepala
Daerah dalam mempergunakan kewenangannya. Atas dasar itu,
terdapat implikasi hukum  dalam  pelaksanaan  hubungan,
pertanggungjawaban dan pengawasan tindakan pemerintah dalam
konteks Hukum Administrasi; Kedua, Kebijakan manajemen
kepegawaian belum terintegrasi dengan pola pengembangan karier
nasional, sehingga diperlukan penguatan terhadap konsep management
talent; dan Ketiga, subyek dan obyek netralitas belum diatur secara
menyeluruh. Subyek yang dimaksud adalah pegawai Aparatur Sipil
Negara maupun pembuat kebijakan Aparatur Sipil Negara yang
notabene bukan Aparatur Sipil Negara. Adapun obyeknya tidak hanya
larangan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan pemilihan umum, namun
lebih luas pada setiap hubungan antarsubyek yang memiliki kepentingan
politik dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara
dalam pemerintahan. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada
kebijakan sistem merit yang diterapkan pada manajemen Aparatur Sipil
Negara untuk membentuk komitmen pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah bahwa agar seseorang yang ditempatkan pada posisi
tertentu berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.

Medelina Kusharwanti, dengan judul analisis kebijakan rekrutmen dan

seleksi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Tahun 2008 disertasi pada
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program pascasarjana Fakultas lImu Sosial dan Iimu Politik Universitas
Indonesia. Hasil penelitian disertasi memberikan kesimpulan bahwa
reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil yang
ada mencakup elemen-elemen yang sangat luas namun cukup rinci.
Selanjutnya karena rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil hanya
merupakan sebuah subsistem dalam sistem kepegawaian nasional,
maka reformasi kebijakan rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri sipil
hanya akan menjadi optimal jika disertai dengan reformasi subsistem
lainnya. Perbedaan dengan penelitian ini, dimana sistem merit
merupakan wadah yang paling tepat digunakan dalam proses
menempatkan seseorang mulai dari rekruitmen, penempatan, hingga
promosi, mutasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kepatuhan instansi
pemerintah dalam melaksanakan sistem merit dalam manajemen
Aparatur Sipil Negara akan mendukung tercapainya reformasi birokrasi.
Halim, dengan judul Sistem Penataan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Kerangka Reformasi Birokrasi, Tahun 2013, disertasi pada Program
Studi Doktor llImu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hasil
penelitiannya mengkaji pada tiga hal yaitu tentang Seberapa jauh
peraturan sistem rekrutmen pegawai negeri sipil menjadi sarana yang
optimal dalam menemukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sesuai
kebutuhan pemerintah. Selanjutnya tentang Seberapa jauh peraturan

sistem remunerasi Pegawai Negeri Sipil mendorong peningkatan optimal
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kinerja Pegawai Negeri Sipil. Serta Seberapa jauh peraturan sistem
penegakan disiplin menjamin kedisiplinan pegawai negeri sipil.
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan
sebelumnya, maka terdapat perbedaaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis. dimana penelitian ini memfokuskan kajian
penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara, dengan fokus pengkajian pertama
menitik beratkan pada bagaimana hakikat penerapan kebijakan sistem
merit manejemen Aparatur Sipil Negara. Kedua, faktor yang
mempengaruhi penerapan kebijakan sistem merit dalam manajemen
Aparatur Sipil Negara. ketiga menentukan bagaimana konsep ideal
kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang

mendorong kebijakan reformasi birokrasi.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Birokrasi
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara dibentuk sebagai transformasi reformasi birokrasi
pemerintahan Indonesia dari konsep rule-based menuju konsep
dynamic governance. Agar sejalan dengan konsep yang diharapkan
dan tujuan pembangunan nasional, maka perlu adanya perubahan
terhadap pola dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang awalnya
dari administrasi kepegawaian, dirubah kearah pembangunan human
capital?®.

Birokrasi dianggap sebagai struktur organisasi pada instansi
yang menggambarkan adanya hierarki jabatan, diangkat ataupun
ditunjuk berdasarkan garis kewenangan dan tanggung jawab. Birokrasi
merupakan suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang ada. Dalam birokrasi, setiap keputusan
yang dibentuk dibutuhkan analisis dan pendapat dari beberapa pihak

untuk memperoleh referensi, pengambil keputusan harus mengetahui

15 Komisi Aparatur Sipil Negara , Op.Cit, Him. 1
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kewenangannya yang ditentukan dalam mandat yang diberikan dalam
organisasi tersebut atau bahkan diluar organisasi itu sendiri*®.

Max Weber berpendapat bahwa birokrasi adalah suatu tipe yang
ideal karena dibentuk secara murni tak terwujud dalam suatu
masyarakat, keberadaan masyarakat menghendaki adanya birokrasi
yang ideal dalam suatu organisasi'’. Adapun ciri birokrasi menurut Max
Weber, diantaranya :

1) Adanya pembagian tugas menurut aturan serta tata cara yang
formal;

2) Adanya sistem peraturan, perlu adanya penetapan terlebih
dahulu atas tugas yang akan dijalankan oleh pegawai, agar
dapat dipastikan adanya keseragaman terhadap pelaksanaan
tugas dan disesuaikan dengan berbagai tugas lainnya;

3) Adanya kewibawaan yang tersusun secara hierarki, seperti
adanya hubungan sub ordinat antara bawahan dan atasan yang
ditentukan pada suatu aturan tertentu;

4) Adanya hubungan impersonal, memberikan arti bahwa
hubungan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas
dilakukan secara formal dan impersonal berdasarkan aturan
tertentu tanda adanya sikap emosional ataupun kemarahan;

5) Adanya penentuan pegawai berdasarkan kelayakan, seseorang
tidak boleh dihentikan secara sepihak, perbuatan sewenang-
wenang, penghasilan dan kenaikan pangkat ditetapkan
berdasarkan kinerjanya?®.

Menyimak ciri tersebut diatas, maka seyogianya dalam otonomi
daerah untuk melaksanakan tugasnya sebagai administrator dalam
memberikan pelayanan publik, maka pejabat pemerintah harus

memperhatikan bentuk pelayanan yang baik untuk masyarakat agar

16 Max Weber dalam Bukunya Sedarmayanti, 2010, Reformasi Administrasi Publik,
Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (mewujudkan pelayanan dan
kepemerintahan yang baik), Refika Aditama, Bandung, HIm. 68

17 1bid, HIm. 68

18 Max Weber dalam bukunmya Sedarmayanti, 2010, Op.Cit, HIm. 68
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tercapai cita-cita bangsa dan pembangunan. Sehingganya menurut
Max Weber yang merupakan pelopor teori birokrasi bahwa birokrasi
adalah legitimasi dan otoritas bagi suatu organisasi.

Tiga tipe idealnya dalam otoritas yang dimaksudkan oleh Max
Weber diantaranya®® :

1. Otoritas tradisional : meletakkan dasar-dasar legitimasi pada pola
pengawasan, legitimasi dikaitkan dengan kewajiban penduduk
dalam memberikan loyalitas pribadinya terhadap pimpinannya,
para pemegang otoritas akan merasa takut terhadap cara
tradisional dan berusaha memperbaiki perubahan yang ada.

2. Otoritas kharismatik : otoritas yang muncul karena penghambatan
sesorang terhadap individu yang mempunyai hal-hal tidak
biasanya, Kedudukan pimpinan kharismatik tidak dibelenggu oleh
aturan tradisional, Max Weber berpendapat bahwa terhadap tipe
kharismatik dan tipe otoritas tradisional terdapat pada semua
organisasi sebelum adanya revolusi industri.

3. Otoritas Legal Rasional : pada otoritas ini sesuatu dilaksanakan
berdasarkan aturan yang bersifat tidak pribadi impersonal tetapi
didasarkan pada aturan yang legal, otoritas legal rasional
mengedepankan pada aturan-aturan yang pasti.

Idealnya birokrasi yang rasional menurut Max Weber dapat
ditempuh dengan beberapa cara diantaranya?:

1) “individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh
jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugasnya atau
kepentingan individual dalam jabatan. Pejabat tidak bebas dalam
menggunakan jabatannya untuk keperluan serta kepentingan
pribadi termaksud untuk keluarganya”;

2) “jabatan-jabatan disusun berdasarkan tingkatan hierarki dari atas
kebawah dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan
dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih
besar dan ada yang lebih kecil”;

3) “tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu
secara spesifik dan berbeda satu dengan yang lainnya”;

19 Delly Mustafa, 2018, Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi, Alfabeta, Bandung, Him. 22-
23

20 Max Weber dalam Ali Abdul Wakhid,2011, Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber
Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember, HIm.
128-129
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4) “setiap pejabat mempunyai kontrak atas jabatan yang dijalankan,
memiliki uraian tugas (job description) masing-masing pejabat
merupakan domain yang menjadi wewenang serta
tanggungjawab yang harus dijalankan sesuai kontrak yang
dibuat”;

5) “setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi dan
profesionalitasnya yang dilakukan melalui ujian kompetitif”;

6) “setiap pejabat mempunyai gaji termaksud hak untuk menerima
jaminan pensiun sesuai dengan tingkatan jabatan yang diemban,
setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya
dan jabatannya sesuai dengan keinginan dan kontrak kerja dapat
diakhiri dalam keadaan tertentu”;

7) “terdapat struktur pengembangan karier yang jelas, promosi
dilaksanakan berdasarkan sistem merit”;

8) “setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan
jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi
maupun untuk keluarganya”;

9) “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan
suatu sistem yang dijalankan secara disiplin”.

Selain itu, max weber berpendapat bahwa :

‘bureaucracy administration means fundamentally the exercise
of control on the basic of knowledge. this is the feature if it which
makes it specifically eational this consist on the hand in
technical knowledge which, by itself, is sufficient to ensure it a
position of extraordinaey power. but in addition to this,
bureaucratic organizations,or the olders of power to who make
use ot them, have the tendency to increase their power still
further by the knowledge growing out of experience in the
service!

Berdasakan uraian pendapat Max Weber tersebut, pada
dasarnya pelaksanaan administrasi birokrasi berarti pelaksanaan
kontrol atas dasar pengetahuan. Agar pelaksanaan birokrasi bisa
terlaksana secara efisien maka diperlukan pengetahuan teknis, dalam

artian bahwa seseorang yang menjalankan birokrasi benar-benar

21 Max Weber, 1952, The Theory Of Sosial And Economic Organization, Routiedge & Krgan
Paul Ltd, London, HIm. 339
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menjalankannya secara profesional, untuk memastikan bahwa tidak
ada kekuasaan sepihak terhadap birokrasi. Kerena kecenderungan
perilaku organisasi birokrasi diwarnai dengan politik kekuasaan
sehingga berdampak buruk terhadap citra birokrasi dan kualitas
pelayanan.

Selanjutnya Max Weber menjelaskan tentang konsekuensi
sosial utama yang lebih umum dari kontrol birokrasi :

1) “The tendency to ‘levelling’ in the interest of the broadest
possible basis of recruitment in terms of technical
competenche”.

2) “The tendency to plutocracy growing out of the interest in the
greatest posasible length of technical training. to-day this often
lasts up to the age of thirty”.

3) “The dominance of a spirit of formalictic impersinality, ‘sine ira
et studio’, without hetred or passion, and hence without
effection or enthusiasm. The dominant norms are concepts of
strainghtforward  duty  without regard to personal
considerations 22,

Pelaksanaan sistem merit dalam birokrasi oleh penguasa
setidaknya dapat mengurangi terjadinya politisasi birokrasi dan juga
menghilangkan praktik-praktik jual beli jabatan dalam sebuah proses

kompetisi atau lelang jabatan yang dilakukan oleh penguasa negara

maupun penguasa daerah?3.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan konsep-konsep

hukum dan ide-ide yang diharapkan menjadi kenyataan oleh

22 |bid, HIm. 340
23 Aminuddin llmar, Op.Cit, Him. 20
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masyarakat. Penegakan hukum adalah salah satu proses yang banyak
hal terlibat didalamnya.?* Satjipto Rahardjo menegaskan penegakan
hukum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hukum secara
spesifik yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. °
Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa tolok ukur
keberhasilan dari penegakan hukum terkait pada: legal substance,
Legal Structure/Pranata Hukum dan legal culture.?®
Struktur merupakan muatan utama dari sistem hukum yang
ada, terdiri dari kerangka hukum termaksud didalamnya lembaga
penegak hukum, prosedur hukum, yurisdiksi hukum, pengadilan dan
orang yang terlibat didalamnya. Struktur hukum merupakan model
yang dapat menunjukkan bagaimana lembaga hukum atau aparat
penegak hukum bekerja menurut peraturan formal yang ditentukan
oleh hukum.?’
Pendapat Soerjono Soekanto ialah penegakan hukum
merupakan kegiatan untuk menyelaraskan pertalian antara nilai
yang diuraikan dalam kaidah-kaidah, serta dalam pandangan-

pandangan yang kuat dan menjelma kedalam sikap maupun

24 Shant Dellyanam , 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta, Liberty, him. 32.

25 Satjipto Rahardjo, 2000, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 81.

26 Judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, 1977 Cetakan kedua, (Jakarta,
PT Raja Grafindo Persada 1993) Friedman Lawrence M.

27 Musakkir, 2014, Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Indonesia,
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal KY RI, Cetakan Pertama,
Jakarta, him. 141.
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perbuatan sebagai hubungan penjelasan nilai akhir untuk
menemukan kedamaian dalam kehidupan?.

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum
terletak pada aktivitas mengharmonisasikan pertalian nilai-nilai yang
dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan mengejewantah
kedalam sikap tindak sebagai jalinan penjelasan nilai tahap akhir,
untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kedamaian dalam
pergaulan hidup. Konsepsi yang memulai dasar filosofis tersebut
membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan terlihat lebih
nyata.?®

Baharuddin Lopa menjelaskan bahwa untuk menegakan
hukum dan keadilan di masyarakat, tiga hal yang sebagai
persyaratan untuk diperhatikan dalam menegakan hukum dan
keadilan tersebut diantaranya :

1) Peraturan hukum harus sejalan dengan perkembangan dan
keinginan masyarakat;
2) Aparat penegak hukum yang lebih profesional, bersikap jujur

dan berintegritas balik;

28 Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, Him. 3

2 Darmawati, 2020, Reformulasi Model Pembinaan Narapidana Korupsi di Lembaga
Pemasyarakatan, Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,hlm.65
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3) Kesadaran masyarakat atas hukum dan membolehkan

dilaksanakan penegakan hukum?3°.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa permasalahan pokok
dari suatu penegakan hukum yang sebenarnya adalah terletak pada
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti
yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi
faktor-faktor tersebut, adapun faktor-faktor tersebut diantaranya :

1) Faktor hukum, yang dibatasi pada Undang-undang.
Mengenai undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang
tujuannya agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak
positif dan mencapai suatu tujuannya3!. Hal yang sering ditemui
dalam Undang-undang adalah adanya berbagai Undang-undang
yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, sedangkan
dalam Undang-undang tersebut diperintahkan demikian, sehingga
hal ini akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan
ketentraman terhadap pelaksananya®?. Selain itu, persoalan lain
yang timbul dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan dalam
kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal
tertentu yang mengakibatkan kesimpangsiruan di dalam penafsiran

serta penerapannya.33

80 Baharuddin Lopa, 1987, Permasalahan pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia,
Bulan Bintang, Jakarta, him. 3

31 Soerjono Soekanto, 2021, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
Cetakan ke-17,PT. Raja Grafindo Persada, Depok, HIm.12

%2 |bid, him. 14

%3 |bid, him. 16
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2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung

berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

mencakup law enforcement.3

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum.
Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam
penegakan hukum sebab Tanpa adanya sarana atau fasilitas
tertentu, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung
dengan lancar. °

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku dan diterapkan.
penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena
itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat
mempengaruhi  penegakan hukum. Pendapat-pendapat
masyarakat mengenai hukum sangat mempengaruhi

kepatuhannya terhadap hukum.36

34 1bid, him, 19
35 |bid, him. 37
36 |bid, him. 45
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5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya,cipta,dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kebudayaan (sistem) hukum yang pada dasarnya mencakup
nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang
dianggap baik (sehingga dipanuti) dan apa yang dianggap

buruk (sehingga dihindari)®’.

3. Konsep Reformasi Birokrasi
Reformasi merupakan proses yang sistematis, terpadu dan
komprehensif yang dibentuk guna mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan
kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti ;

perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak);

perubahan penguasa menjadi pelayan;

mendahulukan peranan dari wewenang;

tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir;

perubahan manajemen kinerja;

pantau  percontohan reformasi  birokrasi,  mewujudkan

pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan profesionalitas,

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui :

a) penataan kelembagaan, struktur organisasi ramping dan flat
(tidak banyak jenjang hierarkis dan struktur organisasi lebih
dominan pemegang jabatan profesional/fungsional dari
jabatan struktural).

b) Penataan ketatalaksanaan, mekanisme, sistem dan
prosedur sederhana/ringkas, simpel, mudah dan akurat
melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi, serta memiliki kantor, sarana dan prasarana kerja
memadai.

ouahwnE

37 1bid, him. 60
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c) Penataan sumber daya manusia aparatur, agar bersih
sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas dan kualitas
(profesional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi, dan
sejahtera).

d) Akuntabilitas, kinerja berkualitas, efiektif, efisien, dan
kondusif.

e) Pelayanan dan kualitas pelayanan, pelayanan prima (cepat,
tepat, adil, konsisten, transparan, dan lain-lain), memuaskan
pelanggan dan mewujudkan good governance (keperintahan
yang baik)38.

Tujuan reformasi birokrasi tidak lain adalah hasil yang diinginkan
untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust
building) agar dapat menjadi lebih baik, oleh sebab itu harapan
reformasi birokrasi di Indonesia tidak lain sebagai upaya untuk
melakukan perubahan terhadap tindakan dan pembaharuan yang
berdimensi melalui revitalisasi, restrukturisasi, serta refungsional
sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat diantaranya
untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Setiap pemimpin harus
mampu menciptakan strategi yang tepat dalam bidang manajemen
yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungannya
ditengah kompleksitas dan kemajuan teknologi yang semakin canggih.
Oleh karena itu untuk mewujudkan strategi yang operasional, perlu
dituangkan dalam kerangka pikir yang komprehensif termaksud
penerapan langkah logis dan sistematis menjadikan birokrasi sebagai

mesin yang efektif bagi pemerintah sekaligus sebagai parameter untuk

mengukur kecakapan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

38 Sedarmayanti, 2010, Op.Cit HIm. 71-42
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Upaya reformasi birokrasi merupakan bagian dari grand desain
menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Konsep
ini diharapkan mampu menjebatani suatu kondisi pemerintahan yang
buruk (bad governance) ke arah terbentuknya pemerintahan yang baik
(good governance), sebab birokrasi pemerintah merupakan instrumen
pelaksana fokus utama yang harus diperbaiki melalui kebijakan
reformasi birokrasi®®.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka diharapkan
terciptanya birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabilitas dan
kapabilitas, agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan profesionalitas, cepat, dan tepat serta terhindar dari perbuatan
korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep reformasi birokrasi di indonesia
menitik beratkan pada perbaikan 8 (delapan) area perubahan sebagai
berikut?© :

1. Perubahan mindset dan budaya kinerja lingkungan
organisasi;

Deregulasi kebijakan;

Penataan organisasi;

Perbaikan tata laksana;
Penataan sumber daya manusia;
Akuntabilitas;

Penguatan pengawasan;
Penigkatan kualitas pelayanan;

ONOOhRWN

% Delly Mustafa, Op.Cit, HIm. 152

40 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024, Him. 12
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Program percepatan untuk mencapai perubahan terhadap

reformasi,

maka pemerintah menetapkan 9 (sembilan) program

kegiatan sebagai berikut :

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7

8)
9)

Penataan terhadap struktur organisasi pemerintah;
Penataan atas jumlah serta pendistribusian Pegawai Negeri
Sipil;

Pengembangan atas sistem kepegawaian baik seleksi
maupun promosi dilakukan dengan terbuka,;

Meningkatkan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
Mengembangkan sistem pemerintahan melalui yang
elektronik dan terintegrasi ;

Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan integritas Aparatur
Sipil Negara;

Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara; dan
Peningkatan efisiensi belanja aparatur:.

Reformasi birokrasi perlu menghasilkan/menunjukkan

keberhasilan melalui perbaikan sistem kerja yang berdampak pada

efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan sistem kerja

yang baku untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada

masyarakat. Sasaran utama reformasi birokrasi pada dasarnya :

1. “Terwujudnya birokrasi profesional, netral, dan sejahtera, mampu

menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat guna

mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik”.

2. “Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang proporsional,

fleksibel, efektif, efisien dilingkungan pemerintah pusat dan

daerah”.

41 Aminuddin llmar,2020, Kepemerintahan yang bertanggungjawab melalui penerapan
prinsip akuntabilitas pemerintahan, Phinatama Media, Makassar, HIm. 102
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3. “Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih
cepat, tidak berbelit, mudah, dan sesuai kebutuhan
masyarakat”*2.

Adanya kesadaran yang tinggi secara bertanggung jawab demi
masa depan dan keberhasilan reformasi birokrasi dari para pejabat
yang menangani kepegawaian dan pejabat pembina kepegawaian,
maka secara umum melalui penerapan prinsip meritokrasi akan
membuka kesempatan luas untuk maju bagi sumber daya manusia
aparatur yang visioner, unggul dan cakap serta menjadi arena
mendorong kompetisi sehat untuk maju“s.

Sistem merit dalam penataan manajemen birokrasi merupakan
suatu program perekrutan dan promosi Aparatur Sipil Negara
berdasarkan kepada kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan
tugas atau pencapaian kinerja dan bukan karena adanya koneksi politik
atau nepotisme*4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Aparatur
Sipil Negara harus memberikan pelayanan yang lebih maksimal
memperhatikan kualitas serta kuantitas pelaksanaan birokrasi sehingga
dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem merit.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui pendekatan
yuridis yakni berdasarkan penetapan Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025

42 Sedarmayanti, 2010, Op.Cit, HIm. 75-76
43 ibid, HIm. 99
44 Aminuddin limar, Op.Cit, HIm. 19
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adalah memperbaiki kerangka hukum untuk penguatan birokrasi,
melalui perumusan dan penetapan beberapa Undang-undang yang
menjadi pilar birokrasi, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua Undang-undang ini
disebut sebagai pilar, karena memiliki arti yang sangat penting terhadap
perubahan birokrasi pemerintahan Indonesia, Keduanya memiliki daya
pengungkit bagi perubahan birokrasi yang lebih profesional dan

berintegritas®.

B. Kerangka Konseptual
1. Tinajauan tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
1.1 Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Paradigma yang berkembang saat ini, dalam suatu organisasi
pengelolaan pegawai yang mengalami pergeseran yang awalnya
sebagai administrasi dalam kepegawaian berubah menjadi
manajemen sumber daya manusia. Mengenai sumber daya manusia
yang dimaksud yakni suatu mekanisme pengadaan sumber daya
manusia terhadap suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai
tujuan organisasi tersebut. Mulai dari proses pengadaan, bagaimana

mengembangkan kapasitas sumber daya yang ada serta

45 Safrizal Rambe, et al, Op. Cit, HIm. 29-30
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memanfaatkannya untuk mencapai sasaran strategis, visi, dan misi
dan tujuan organisasi.
Secara normative ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan
bahwa:
“ Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja
pada instansi pemerintah”.
Sedangkan pada Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan definisi
bahwa :
“Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan”.
Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan
Kepegawaian Nasional Paryono menjelaskan bahwa :
“istilah Aparatur Sipil Negara sebenarnya merujuk pada dua
status kepegawaian yang berbeda, Aparatur Sipil Negara
terbagi pada dua yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. paryono menjelaskan
bahwa jika seseorang berstatus Pegawai Negeri Sipil berarti
ia adalah Aparatur Sipil Negara, sedangkan status Aparatur
Sipil Negara belum tentu Pegawai Negeri Sipil karena masih
bisa yang dimaksud adalah Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja pada instansi pemerintah“®,

Mengenai tugas Pegawai Negeri Sipil secara umum

mengarah pada tugas Aparatur Sipil Negara seperti yang disebutkan

46https://www.kompas.tv/article/100539/serupa-tapi-tak-sama-apa-beda-asn-dan-pns
diakses pada tanggal 10/10/2020 pukul 17.12 wita
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dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, diantaranya :

1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas; dan

3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Selain tugas, Pegawai Negeri Sipil memperoleh hak seperti
yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara :

a) Gaji, tunjangan dan fasilitas;

b) Cuti;

¢) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d) Perlindungan; dan

e) Pengembangan kompetensi.

Dalam mewujudkan organisasi kompetitif diera globalisasi
yang semakin pesat, maka peran sumber daya manusiapun semakin
tinggi, memiliki kompetensi yang tinggi dan tanggungjawab atas
pekerjaannya, Sebab tanpa sumber daya manusia organisasi akan
gagal dalam mewujudkan eksistensinya. Oleh karena itu, Manajemen
harus memberikan perhatian kepada praktik sumber daya manusia

yang lebih menekankan pada kompetensi agar dapat memperoleh

sumber daya aparatur yang kompeten, handal dan mampu
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memberikan sumbangan dalam menghasilkan nilai tambah, serta
pencapaian organisasi.

Tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi (Negara)
dalam kemajuan teknologi adalah bagaimana mengelola potensi
sumber daya pada suatu organisasi yang lebih efektif dan menghapus
praktek yang tidak efektif. Sebab manusia merupakan sumber daya
yang paling penting bagi suatu organisasi, disamping itu efektivitas
suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh manajemen manusianya.
Oleh karena itu, menurut sedarmayanti mengelompokan empat
prinsip dasar pendekatan yang harus diperhatikan dalam manajemen
sumber daya manusia diantaranya®’ :

Pertama, manajemen yang efektif atas keberhasilan suatu
organisasi adalah organisasi tersebut memiliki sumber
daya manusinya.

Kedua, hubungan yang baik antara pengambil kebijakan, sumber
daya yang ada, termaksud peraturan dan kebijakan
lainnya, prosedur yang secara keseluruhan sangat
memberikan sumbangan besar terhadap pencapaian
organisasi tersebut.

Ketiga, nilai dan kultur dalam organisasi, nilai dalam suatu organisasi
harus ditegakkan dan harus diupayakan secara terus

menerus untuk memperbaiki kultur yang ada dalam suatu

47 Sedarmayanti, Op.Cit, HIm. 368
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organisasi. Mengenai kultur atau suasana yang ada dalam
suatu organisasi adalah perilaku manajerial yang
memberikan pengaruh besar pada pencapaian organisasi.

Keempat, integrasi dengan semua organisasi berupa membangun
kerjasama yang tentunya melibatkan sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan manajemen kinerja yang berdasarkan atas
kompetensi merupakan cara bagaimana mempertahankan sumber
daya serta melaksanakan menejemen kepegawaian yang ada
berdasarkan kompetensi. Proses pengambilan keputusan didasarkan
pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi
individu. Kompetensi yang menentukan keberhasilan dalam
melaksanakan proses pekerjaan dapat terdiri dari kompetensi
(kemampuan) pribadi dan kompetensi (kemampuan) untuk
mengintegrasikan dirinya dengan baik dalam lingkungan sosial yang
luas, baik dalam organisasi/perusahaannya sendiri (internal) maupun
eksternal. Seseorang yang diberikan tugas dalam melakukan
penilaian terhadap kinerja orang lain harus betul-betul mereka yang
memiliki kemampuan dalam membuat logika, analisis dan kesimpulan
dari data informasi tentang permasalahan yang membutuhkan
pemecahan. Sebab keterbatasan kemampuan berfikir membuat

seseorang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat*.

48 Sedarmayanti, Op.Cit, HIm. 23
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Dalam rangka mencapai tujuan, maka manajemen berfungsi
sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu
menyangkut kebijaksanaan umum. Menurut Frederick W. Taylor
memberikan pendapat bahwa manajemen merupakan:

“The art of menegement is defined as knowing exactly what you
want to do, and than seeing that they do it in the best and cheapest
way. Yang diartikan bahwa ilmu manajemen itu dapat
diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang
sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah
sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah”.*®
Selanjutnya Oliver Sheldon berpendapat bahwa®:
“Management proper is the function of industry concerned in the
execution of policy, with the limits set by administration, in the
employment of the organization for the particular object set before
it”.
(kegunaan manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam
pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan
penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus
yang akan datang”

Melalui sumber daya yang ada, dapat dipastikan bahwa
organisasi tersebut mencapai keberhasilan sesuai dengan hakikat
manajemen sumber daya manusia. Sumber kapasitas dari suatu
organisasi tergantung pada sistem manajerialnya, dengan sumber
daya manusia yang ada memungkinkan bagi suatu perusahaan atau
organisasi dapat belajar dan mempergunakan kesempatan serta

peluang yang baru. Manajemen sumber daya manusia secara khusus

memiliki tujuan sebagai berikut :

49 Frederick W. Taylor dalam Sri hartini, Tedi Sudrajat, 2017, Hukum Kepegawaian di
Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, HIm. 93
50 |bid
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1. Dengan manajemen sumber daya yang baik, maka dapat
dimungkinkan organisasi tersebut mendapatkan karyawan yang
kompeten, cakap, serta mampu dipercaya memiliki motivasi kerja
yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan.

2. Manajemen dapat dilakukan untuk meningkatkan serta
memperbaiki kapabilitas yang melekat pada manusia agar dapat
berkontribusi memiliki kemampuan dan kecakapan.

3. Pengembangan mamajemen melalui pelatihan terkait dengan
kebutuhan bisnis, serta mengembangkan sistem kerja pegawai
melalui prosedur perekrutan dan seleksi yang lebih selektif
dengan menerapkan sistem kompensasi dan insentif berdasarkan
kinerja.

4. Meningkatkan praktik manajemen lebih baik lagi dengan
berkomitmen tinggi memperbaiki kualitas karyawan yang ada agar
dapat membantu mengembangkan kerjasama dengan organisasi
lainnya.

5. Iklim diciptakan lebih kondusif, agar hubungan antara pimpinan,
sesama karyawan lebih produktif dan harmonis.

6. Memperhatikan faktor lingkungan, agar terbangun kerjasama
seluruh tim dan fleksibilitasnya dapat dikembangkan.

7. Memberikan bantuan terhadap organisasi untuk
menyeimbangkan serta mengadaptasikan kebutuhan pihak-pihak
terkait.

8. Memberikan kepastian bahwa orang-orang dinilai dan dihargai
berdasarkan pencapaian kinerja yang ia lakukan.

9. Lebih memperkatikan proses pengelolaan pegawai, memberikan
perhitungan terhadap beberapa perbedaan individual maupun
kelompok sebagai analisis dalam menempatkan pada posisi
tertentu.

10.Memberikan kepastian bahwa mereka dinilai dan memiliki
kesempatan yang sama.

11.Memberikan pengelolaan karyawan melalui pendekatan etis,
fokus karyawan, keadilan dan transportasi.

12.Sebagai upaya untuk mempertahankan serta memperbaiki
kesejahteraan, keadaan fisik dan mental para karyawan®.

Secara universal, manajemen memberikan peran dasar,
Menurut Sukamto Satoto bahwa kegiatan-kegiatan dalam manajemen
kepegawaian meliputi beberapa tahapan diantaranya :

1) Proses pengadaan dan seleksi tenaga bagi calon
kerja/pegawai.

51 Sedarmayanti, Op.Cit, HIm. 37
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2) Prose penempatan dan penunjukkan, merupakan
rangkaian proses menempatkan calon pengawainya pada
suatu jabatan tertentu.

3) Proses pengembangan, yang dimaksudkan adalah segala
proses latihan (training) baik sebelum maupun sesudah
menduduki suatu jawabatan yang berkaitan dengan
promosi pengawai.

4) Proses pemberhentian, yakni suatu proses
diberhentikannya tenga kerja/pegawai baik yang telah
memenuhi masa pensiun ataupun yang belum
memenuhi®?

Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil ialah untuk
menciptakan dan menghasilkan Pegawai yang profesional memiliki
etika dan nilai dasar yang bebas dari berbagai intervensi politik serta
bersin dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengenai
manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, terdiri atas :

Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
Pengadaan;

Pangkat dan jabatan;

Pengembagnan karier;

Pola karier;

Promosi;

Mutasi;

Penilaian kinerja;

. Penggajian dan tunjangan;
10.Penghargaan;

11.Disiplin;

12.Pemberhentian;

13.Jaminan pensiun dan jamninan hari tua; dan
14.Perlindungan.

©CoNoOOR~WDE

52 Sukamto Satoto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara,
HK Ofset: Yogyakarta, Him. 13
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Arah Kebijakan dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil
berdasar pada kerangka kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang
dinilai tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Manajemen
Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya dibentuk untuk melindungi
seseorang dari hal-hal yang tidak bersesuaian dengan
peruntukannya, baik dalam seleksi penerimaan, promosi hingga
penetapan. Selain itu, manajemen Pegawai Negeri Sipil bertujuan
agar terjaminnya proses penyelenggaraan tugas pemerintah dalam
mendukung upaya pembangunan secara nhasional, berdaya guna
serta tepat guna demi menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional, bertanggungjawab, jujur serta berkompeten dibidangnya
berdasarkan kebijakan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa dalam
manajemen Aparatur Sipil Negara diselenggarakan berdasarkan
sistem merit, Sehingga semua instansi yang ada baik dilingkungan
pemerintah maupun non pemerintah diwajibkan untuk menerapkan
sistem tersebut yang pelaksanaannya merujuk pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen

Aparatur Sipil Negara.
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Sistem dan proses manajemen Pegawai Negeri Sipil menurut
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan

Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses

pemikiran dan penentuan secara jelas mengenai hal-hal yang

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai
tujuan yang ditentukan®3. Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

menyatakan bahwa, Setiap Instansi Pemerintah merencanakan

pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut
menunjukan bahwa setiap instansi di lingkungan pemerintah
wajib merencanakan penyusunan dan penetapan kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil sebab perencanaan merupakan fungsi

organik pertama karena tanpa rencana tidak ada dasar untuk

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Untuk merealisasikan perencanaan yang baik, diperlukan 3

(tiga) konsep perencanaan kepegawaian meliputi sebagai

berikut :

a. Memprediksi secara sistematis dan strategis tuntutan
kebutuhan serta persediaan Pegawai Negari Sipil di masa
depan dengan memperhatikan pertimbangan, metodologi,
dan teknologi yang efekiif.

b. Merancang pengembangan Pegawai Negeri Sipil yang
mendukung strategic planning, operational planning, dan

53 Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Op.Cit, HIm. 98
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human capital planning melalui pengisian formasi jabatan
secara proakitif.

c. Mengidentifikasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil jangka
pendek (2-3tahun) dan jangka Panjang (proyeksi kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil 5 tahun atau lebih)>*.

Aturan hukum tentang perencanaan manajemen
Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur 3 (tiga) hal pokok
meliputi:

1) formasi Pegawai Negeri Sipil, dasar perencanaan formasi
mengacu pada ketentuan Pasal 56 yang menyatakan
bahwa :
ayat (1) “setiap instansi pemerintah wajib menyusun

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja”

Ayat (2) “penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5
(lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan”

Ayat (3)“berdasarkan penyusunan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri
menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Pegawai Negeri Sipil secara nasional’.

Formasi pada masing-masing satuan organisasi disusun

berdasarkan analisis kebutuhan serta penyediaan

pegawai disesuaikan dengan lowongan jabatan yang

tersedia dengan memperhatikan norma, standar, serta

prosedur yang ditentukan oleh pemerintah.

54 1bid, HIm. 100-101
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William B Werther & Keith Davis dalam bukunya lke

Kusdayah mengatakan :
‘perencanaan yang sistematis untuk meramalkan
kebutuhan pengawai (demand) dan ketersediaan
(supply) pada masa yang akan datang, baik jumlah
maupun jenisnya sehingga departemen sumber daya
manusia dapat merencanakan  pelaksanaan
rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas lain
dengan baik”.%®

2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk
mengisi kekosongan dalam formasi yang ada, sehingga
pengadaan Pegawai Negeri Sipil tetap memperhatikan
faktor kebutuhan, baik jumlah maupun kompetensi jabatan
yang diperlukan pada instansi tersebut.

3) penempatan Pegawai Negeri Sipil, terkait penempatan
sesuai dengan ketentuan undang-undang, penempatan
hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah
ditingkat pusat maupun daerah baik lembaga
pemerintah/BUMN maupun lembaga non kementerian .

Prinsip penempatan menurut A.W Widjaja adalah the right man
on the right pleace atau dikenal dengan penempatan orang

yang tepat pada tempat yang tepat. Beliau berpendapat bahwa

ada dua prinsip yang harus diperhatian diantaranya:

55 |ke Kusdyah Rachmawati,2007 , Manajemen Sumber Daya Manusia, CV. Andi Offset,
Yogyakarta, HIm. 58
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Adanya job analisys (analisis jabatan) yang baik pada
instansi  tersebut.  Analisis yang  dimaksudkan
menggambarkan tentang ruang lingkup, sifat-sifat serta
tugas yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi serta
syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh pejabat yang
menempati posisi jabatan pada unit organisasi tersebut.

Adanya penilaian terhadap kecakapan pegawai, aspek
kecakapan harus dimiliki oleh seorang pegawai dan harus
dipelihara dengan baik secara terus menerus. Sehingga
dengan adanya penilaian pekerjaan ini, dapat diketahui
mengenai sifat, kecakapan, karasteristik, disiplin, prestasi

kerja, motivasi kerja dari pegawai yang ada.>®

Proses penempatan Pegawai Negeri Sipil tidak selamanya

mengacu pada keberadaan pegawai Negeri Sipil yang baru,

namun penempatan dapat dilakukan dengan pengangkatan

dalam jabatan, promosi dan mutasi pegawai yang didasarkan

pada kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja yang

ditetapkan dengan syarat objektif sebagaimana ditentukan

pada pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara®’.

5% AW Widjaja, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada:

Jakarta, Hlm. 55

57 Lihat Pasal 68 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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Analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas
dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam
apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan itu. Analisis
menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan yang
selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan
(Job description).
. Pengadaan
Proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai pada
tahapan perencanaan, Pengumuman, proses pelamaran,
penjaringan, pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil hingga
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
yang terdapat pada Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa :
‘Pengadaan Pegawai Negari Sipil merupakan kegiatan
untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau
Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah”.
Secara prinsipil, proses pengadaan harus dilaksanakan
berdasarkan kebutuhan organisasi yang tentunya lebih
mengedepankan kualitas dari pada kuantitas. Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil seharusnya dilaksanakan dengan
pendekatan zero growth di mana proses pengadaan Pegawai
Negeri Sipil dilakukan untuk pengganti Pegawai Negeri Sipil
yang pensiun sehingga rekrutmen pegawai tidak harus

dilakukan setiap tahun. Sedangkan proses seleksi pengadaan
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Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyektif, berdasarkan
kompetensi dan kualifikasi tanpa diskriminasi dan memberikan
kesempatan yang sama pada masyarakat luas untuk
berkompetensi yang tentunya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Proses pengadaan meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

a) Mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan

pengadaan;

b) Mengidentifikasi persyaratan kerja;

c) Menetapkan sumber-sumber kandidat;

d) Menyelesaikan kandidat;

e) Memberitahukan hasil kepada para kandidat; dan
f) Menunjukkan kandidat yang lolos seleksi.

3. Pangkat dan jabatan
Dalam proses ini, instansi pemerintah  melakukan
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan tertentu,
dimana setiap jabatan yang ada harus dikelompokan dan
diklasifikasikan menurut karasteristik, mekanisme, dan pola
kerja yang ada. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil diberikan
peluang dapat berpindah bari jabatan tinggi ke jabatan
administrasi serta jabatan fungsional baik di instansi pusat,
instansi daerah, yang tentunya tetap memperhatikan

kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja seseorang®®.

58 Modul pelatihan dasar kader PNS Manajemen ASN, 2016, manajemen aparatur sipil
negara , lembaga administrasi negara, Jakarta, Hal. 37
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Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indoensia
Nomor 11 Tahun 2017 tntang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
menyebutkan :
‘Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan
tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung
jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang
digunakan sebagai dasar penggajian”
. Pengembangan karier
Ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa :
“‘Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah”.
Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 70 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa
dalam pengembangan kompetensi dilakukan  melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, serta penataran
yang dalam hal ini menjadi kewenangan Lembaga Administrasi
Negara.
Sedangkan dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawali
Negeri Sipil menyebutkan bahwa:
“‘Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola
karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier

Pegawai Negeri Sipil yang harus dilakukan dengan
menerapkan prinsip Sistem Merit”.
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5. Pola Karier
Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa pola karier

““

Pegawai Negeri Sipil diantaranya : “a) Untuk menjamin

keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu
disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi
secara nasional.dan b) Setiap Instansi Pemerintah menyusun
pola karier Pegawai Negeri Sipil secara khusus sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan pola karier nasional”.
Pada dasarnya pola karier Pegawai Negeri Sipil yang
dimaksudkan, maka harus mempertimbangkan integritas dan
moralitas, sehingganya pola karier yang dilakukan harus
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja,
serta kebutuhan instansi pemerintah.

6. Promosi

Promosi merupakan suatu penghargaan (reward) yang diberikan
kepada pegawai yang Dberprestasi untuk memangku
tanggungjawab yang lebih besar, berupa kenaikan pangkat atau
jabatan. Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
Pegawai Negeri Sipil setelah mendapat pertimbangan Tim
Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang dibentuk

oleh Pejabat yang berwenang (PyB), Pegawai Negeri Sipil dapat
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dipromosikan didalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan,
JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi
persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan
organisasi®®.
Pengisian jabatan struktural melalui pencalonan dilakukan
secara terbuka, aturan operasional pelaksanaan manajemen
kepegawaian mengacu pada sistem merit bahwa pelaksanaan
promosi atau mutasi dilakukan secara kompetitif dan terbuka.
seperti yang dijalaskan pada Pasal 12 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara :
“‘Penerapan aspek promosi dan mutasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf d, meliputi: a)
Instansi Pemerintah telah menetapkan pola karier instansi
yang disusun berdasarkan pola karier nasional; b) Instansi
Pemerintah  melaksanakan mutasi dan  promosi
berdasarkan rencana suksesi dan mempertimbangkan pola
karier instansi; c) Instansi Pemerintah mempunyai
kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, dan jabatan pengawas secara terbuka dan
kompetitif; dan d) Instansi Pemerintah melaksanakan
kebijakan pengisian jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, dan jabatan pengawas secara terbuka dan
kompetitif secara regional/nasional”.
Saat ini, pemberdayaan mutu sumber daya manusia yang

strategis terhadap peningkatan keterampilan, motivasi,

pengembangan Pegawai Negeri Sipil merupakan syarat utama

59 Osvaldo Sahambangung, Novie Pioh, dan Welly Waworundeng, Op.Cit, HIm. 8
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dalam era globalisasi agar mampu bersaing secara mandiri.
Seiring dengan hal tersebut, maka yang menjadi visi
pemerintah dalam konteks pembagunan nasional adalah
dengan mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional,
mampu berdaya saing, dan dapat mengantisipasi
perkembangan yang semakin maju pada berbagai aspek
kehidupan, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang ada mampu
meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang lebih tinggi
lagi®®.

Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa keberadaan

pengisian jabatan struktural memiliki 2 (dua) pendekatan

diantaranya :

Pertama, pendekatan internal. Pasal 72 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil menjelaskan :

1) Promosi Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan
perbandingan objektif antara kompetensi, kulifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian
kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja
Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah, tanpa
membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang
jabatan yang lebih tinggi.

3) Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional
Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai
kinerja Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah.

80 Tim Peneliti Badan Kepegawaian Negara, 2003, Persepsi PNS Daerah tentang
Pengangkatan dalam Jabatan struktural, Puslitbang BKN : Jakarta, him. 10
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kedua, pendekatan dengan metode terbuka melalui seleksi.
Merujuk Pasal 108 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :
“ Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan
secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri
Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Mekanisme seleksi terbuka dianggap sebagai solusi terhadap
maraknya intervensi kepentingan, diupayakan agar pemerintah
melakukan prosedurnya secara transparan, netral dan objektif.
Yang sasarannya adalah untuk menciptakan keterbukaan

dalam proses promosi jabatan dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap kualitas pejabatnya.

. Mutasi

Ketentuan dasar yang harus diperhatikan dalam menentukan
mutasi adalah masa kerja seseorang atas pekerjaan tersebut,
selanjutnya kebutuhan organisasi, pengetahuan dan
keterampilan serta alasan khusus misalnya ikut suami yang
pindah tugas keluar daerah. Secara normatif mutasi Aparatur
Sipil Negara mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Mutasi Pegawai Negeri Sipil seharusnya tetap memperhatikan

ketetapan yang ada, selain itu juga harus memperhatikan
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prinsip larangan konflik kepentingan. Secara operasional,
mutasi Pegawai Negeri Sipil dijabarkan dalam Pasal 132 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa syarat
mutasi harus memperhatikan: “a) sesuai standar kompetensi
Jabatan; dan b) telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun”.

. Penilaian Kinerja

Sistem prestasi dan sistem karier merupakan suatu sistem
yang dibentuk guna menjamin objektivitas terhadap penilaian
kinerja Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan penilaian
kinerja Pegawai Negeri Sipil dasar pelaksanaanya adalah
mengacu pada perencanaan kinerja baik tingkat individu
maupun ditingkat unit organisasi. Yang tentunya tetap
memperhatikan target organisasi, capaian, hasil serta manfaat
yang akan dicapai, hingga analisis bagaimana perilaku
Pegawai Negeri Sipil. Terhadap penilaian kinerja Pegawai
Negeri Sipil harus dilaksanakan secara objektif, transparan,
terukur, akuntabel, dan partisipatif. Dalam melaksanakan
penilaian kinerja menjadi kewenangan pejabat pada masing-
masing instansi pemerintah. Selain penilaian kinerja,
pendelegasian dari atasan langsung merupakan mekanisme

penilaian kinerja yang harus dipertimbangkan, memberikan
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kesempatan kepada rekan kerja untuk melakukan penilaian
serta pendapat rekan kerja baik yang setingkat ataupun
bawahannya.b!
9. Penggajian dan tunjangan

Penggajian terhadap pegawai merupakan balas jasa yang
diterima oleh karyawan tersebut dalam bentuk uang sebagai
konsekuensi atas pekerjaan dan kedudukannya®?. Dari sudut
pandang organisasi, gaji menjadi salah satu faktor penting
dalam meningkatkan kepuasan Kkerja, motivasi pegawali,
merangsang pegawai baru yang berkualitas untuk memasuki
organisasi, mempertahankan pegawai yang ada, dan
meningkatkan  produktivitas. Penggajian yang layak
memberikan dampak besar terhadap kinerja Pegawai Negeri
Sipil untuk profesional, sebab Pegawai tersebut dengan gaiji
yang ada maka kebutuhannya terpenuhi sehingga tidak akan
lagi terbebani dengan hal lainnya dimasa depan termaksud
pemenuhan kebutuhan hidup.
Mengenai penggajian dan tunjangan diatur dalam Pasal 79
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara, menyatakan :

Ayat (1) “ Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan

layak kepada Pegawai Negeri Sipil serta
menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil”.

1 Modul pelatihan dasar kader PNS Manajemen ASN, Op.Cit, HIm 40
62 ke Kusdyah Rachmawati, Op.Cit, HIm. 146
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Ayat (2) “ Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai beban kerja, tanggungjawab, dan risiko
pekerjaan”.

Ayat (3) “Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pelaksanaannya dilakukan secara bertahap”.

Selain pemberian gaji pokok, Pegawai Negeri Sipil juga
diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa.
Untuk gaji berkala merupakan gaji jika Pegawai Negeri Sipil
tersebut telah mencapai waktu yang ditentukan untuk kenaikan
gaji golongan dan pekerjaannya, sedangkan gaji istimewa
secara nyata hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang dinilai teladan yang dianggap itu merupakan pencapaian
yang istimewa bagi lingkungan kerjanya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara mengisyaratkan adanya perubahan terhadap sistem
penggajian dengan meletakkan landasan menuju skala tunggal
berbasis sistem merit. Mengenai penggajian, dalam konstruksi
ini, dikenal dengan tiga hal yakni : 1) pegawai hanya
mendapatkan gaji bersih atau dikenal dengan istilah single
salary system, 2) akumulasi atas jenis penghasilan dan
menetapkan komponen penghasilan itu menjadi suatu jenis
penghasilan (gaji jabatan) atau dikenal dengan antinomi single

salary system®3,

10.Penghargaan

63 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Op.Cit, HIm. 135
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Penghargaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki prestasi kerja, berdedikasi tinggi, telah menunjukkan
pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, serta
kedisiplinannya®¥. Suatu penghargaan yang diberikan
merupakan kompensasi atas pekerjaan yang diberikan bukan
tergantung atas jabatan atau suatu pekerjaan yang dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut®®. Hal-hal mengenai
penghargaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam paragraf 10
Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa:

13

suatu penghargaan yang sebagaimana dimaksud
berupa pemberian: 1) tanda kehormatan; 2) kenaikan
pangkat istimewa; 3) kesempatan prioritas untuk
mengembangkan kompetensi; dan/atau 4) kesempatan
menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan”.
Usaha penghargaan lain yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil adalah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat
merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh sebab itu setiap
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat tertentu®®.

Kegiatan penghargaan berupa menaikkan pangkat seorang

Pegawai Negeri Sipil dilakukan atas pengabdiannya sekaligus

 Modul pelatihan dasar kader PNS Manajemen ASN, Op.Cit, Him. 41
85 |bid him. 135
66 Sahya Anggara, 2016, Administrasi Kepegawaian Negara, CV. Pustaka Setia, Bandung,

him. 241
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sebagai upaya untuk mendorong atau memotivasi pegawai

tersebut dan pegawai lainnya untuk lebih meningkatkan

pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya.

Ada dua sistem yang dilaksanakan dalam kenaikan pangkat

diantaranya sebagai berikut®’:

a. Kenaikan Pangkat secara reguler. Dalam sistem ini,
Pegawai Negeri Sipil diberikan penghargaan jika telah
memenuhi semua persyaratan tanpa terikat pada
jabatannya. Mengenai kenaikan pangkat reguler diberikan
apabila Pegawai Negeri sipil :

1) Tidak menduduki jabatan pada instansi tersebut baik
jabatan struktural ataupun jabatan fungsional;

2) Melaksanakan kegiatan tugas belajar;

3) Sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada
instansi lainnya tetapi tidak sedang menduduki
jabatan fungsional. Ketentuan kenaikan pangkat
tersebut diberlakukan selama itu tidak melampaui
pangkat pimpinan atau atasannya.

b. Kenaikan pangkat dengan pilihan, dalam hal ini
dimaksudkan bahwa penghargaan atau suatu kepercayaan
diperuntukkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
prestasi kerja yang tinggi. Mengenai kenaikan pangkat pada
level ini diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil:

1) Menduduki jabatan struktural maupun jabatan
fungsional;

2) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya
ditetapkan dengan keputusan Presiden;

67 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Op.Cit, HIm. 129-130
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3) Memperoleh prestasi atas pekerjaan yang dinilai
sangat luar biasa,

4) Adanya penemuan baru yang memberikan manfaat
bagi pemerintah, terutama bagi negara;

5) Diangkat menjadi pejabat negara;

6) Memiliki lzasah atau sekurang-kurangnya Surat
Tanda Tamat Belajar.

7) Melaksanakan tugas belajar serta sebelumnya
menduduki jabatan fungsional maupun jabatan
struktural.

8) Dinyatakan selesai dan lulus tugas belajarnya; dan

9) Diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh
pada instansi luar induknya yang diangkat pada
jabatan pimpinan bahkan jabatan fungsional
tertentu.

Pegawai Negeri Sipil termuat pada Paragraf 11 Pasal

ang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara yang menjelaskan bahwa :

1)

2)

3)

“‘Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil
wajib mematuhi disiplin Pegawai Negeri Sipil”.
“Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil serta
melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin”.
“Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin”.

Disiplin kerja merupakan kepatuhan dan ketaatan secara

sadar terhadap aturan dan ketentuan melakukan pekerjaan dan

menyangkut hubungan kerja dan kondisi kerja®8.

12. Pemberhentian

68 Zulkifli, Jimmi P, 2012, Kamus Hukum Dictonary Of Law, Edisi Lengkap, Grahamedia

Press, Surabaya, H

Im. 142
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Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dipetakan dalam
beberapa kategori diantaranya® :
(a) “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai usia
tertentu dan mutasi”.
(b) “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai
usia pensiun”.
Menurut ketentuan Pasal 90 Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa :
“ Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (1) huruf c yaitu: a) 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi pejabat administrasi, b) 60 (enam puluh) tahun bagi
pejabat pimpinan tinggi”.
Pemberhentian  dilaksanakan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian baik dilingkungan instansi pusat maupun instansi
daerah dan tetap memperhatikan prinsip larangan atas konflik
kepentingan.
13.Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
hal mengenai jaminan pensiun dan hari tua terdapat pada
Paragraf 13 Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa:
“ Pegawai Negeri Sipil mendapatkan jaminan pensiunnya
jika: a) meninggal dunia; b) atas permintaan sendiri dengan
usia dan masa kerja tertentu; c) mencapai batas usia
pensiun; d) perampingan organisasi atau kebijakan
pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e) tidak

cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajibannya”.

69 Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Op.Cit, HIm. 58-68
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14.Perlindungan
Perlindungan merupakan hak yang di dapatkan oleh Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu negara yaitu berupa hak untuk
mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan
dalam melakukan suatu pekerjaan.
Hal mengenai Perlindungan diatur dalam Paragraf 14 Pasal 92
Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, yang menjelaskan :
“‘agar pemerintah  memiliki  kewajiban  memberikan
perlindungan diantaranya: a) jaminan kesehatan; b) jaminan
kecelakaan Kkerja; c) jaminan kematian; dan d) bantuan
hukum.
1.2Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara memberikan definisi :
‘Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya
disingkat dengan PPPK adalah warga negara indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan”.
Selanjutnya pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil menjelaskan tentang Hak Pejabat Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja diantaranya:
1) Gaji dan tunjangan;
2) Cuti;

3) Perlindungan; dan
4) Pengembangan kompetensi.
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Dalam hal manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
meliputi beberapa hal diantaranya :

1) Penetapan kebutuhan;

2) Pengadaan;

3) Penilaian kinerja;

4) Penggajian dan tunjangan

5) Pengembangan kompetensi;

6) Pemberian penghargaan

7) Disiplin;

8) Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan

9) Perlindungan.”
Sesuai isi Pasal 93 hingga Pasal 107 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa
Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur
dalam ketentuan tersebut bukan merupakan tenaga honorer
dengan pengangkatan seperti dahulu. Seperti halnya Calon
Pegawai Negari Sipil, Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
juga harus melalui pengusulan, penetapan formasi dan seleksi
yang jelas. Bahkan kinerjanya juga diukur melalui Analisa Jabatan
atau disingkat dengan ANJAB dan Analisa Berbasis Kinerja atau
disingkat dengan ABK™,

1.3 Sistem Merit Aparatur Sipil Negara

Sistem merit merupakan suatu kebijakan dalam manajemen

Aparatur Sipil Negara yang aspek penilaiannya berdasarkan pada

kompetensi, kualifikasi serta kinerja yang dilakukan secara adil dan

0 pasal 93 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
1 Wawudin dan Rohidin Sudarno, 2018, Pelaksanaan sistem merit dalam UU ASN,
terhadap wewenagn KASN, Jurnal Mozaik, Vol. X Edisi 1, juli, him. 31
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wajar tanpa membedakan status sosial seseorang. Sehingganya
sistem ini tidak mengajarkan adanya aspek lain yang dilakukan
dalam manajeman Aparatur Sipil Negara seperti adanya hubungan
politik, hubungan kekerabatan, patrimonial seperti melihat status
anak, keponakan dan hubungan keluarga lainnya.

Dalam pengadaan pengawai negeri ataupun karyawan dikenal
beberapa sistem rekruitmen. Sistem rekruitmen tersebut disesuaikan
dengan perubahan hukum, demokrasi dan politik pemerintah pada
setiap negara. Adapun beberapa sistem rekruitmen yang pernah
digunakan diantaranya "2

1. “Spoils system; adalah sistem pengangkatan pegawai
berdasarkan atas pemilihan oleh penduduk, sistem ini baik
pada negara-negara yang baru merdeka, dan lambat laun
setelah negara mapan, maka sistem ini tidak mampu lagi
bertahan, karena jika semua pengawai dipilih melalui
pemilihan dapat dibayangkan jika terjadi mosi tidak percaya
kepada semua pegawai yang diangkatnya, sehingga bisa
menimbulkan instabilitas organisasi negara”.

2. “Patronage system; adalah pengkatan pegawai didasarkan
atas adanya hubungan subyektif, yaitu: hubungan yang
diperhitungkan antara subyek-subyeknya. Dalam sistem ini
pada dasarnya terdapat hubungan-hubungan subyektif,
antara lain: (1) hubungan yang bersifat politik; (2) hubungan
yang non politik (nepotisme)”.

3. “Merit system; pengkatan berdasarkan sistem ini dilakukan
terhadap seorang pegawai berdasarkan pada kecakapan,
pengalaman, dan kesehatan sesuai dengan kriteria yang
telah digariskan. Dalam menentukan kualitas ini harus
dibuktikan dengan ujian, izin yang dimiliki dan keterangan-
keterangan yang diperlukan untuk itu. Kebaikan sistem ini
antara lain: (1) kesempatan bekerja selalu terbuka untuk
umum, (2) dapat diperoleh tenaga-tenaga yang cakap; (3)

72 Faisal Abdullah, 2012, Hukum Kepegawaian Indonesia,Rangkang Education Yogyakarta
& PuKAP-Indonesia, Him. 45
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mendorong untuk maju bagi calon-calon yang belum
memenuhi syarat”.

4. “Carrier system; sistem ini disebut dengan sistem mengikat,
yaitu bagi pegawai-pegawai diberi kesempatan untuk
mengembangkan bakat serta kecakapan selama yang
bersangkutan mampu bekerja dengan harapan secara
bertahap dapat naik pangkat sampai mencapai tingkat
kedudukan setinggi mungkin berdasarkan batas-batas
kemampuan bagi yang bersangkutan, sebab bila hanya
menggunakan merit system saja, masih kurang
memuaskan para pegawai dan tidak dapat mendapatkan
kesempatan untuk lebih maju lagi. Ada enam jenis sistem
yang dikenal dengan Carrier system ini yaitu : (1) program
carrier, (2) organization carrier; (3) closed carrier system; (4)
open carrier system; (5) the personal rank consept; (6) the
position consept”.

5. “Sistem karier dan sistem prestasi kerja; pembinaan karier
pada asasnya mempunyai 2 sasaran timbal balik, yaitu: (1)
pembinaan karier harus ditujukan agar fungsi-fungsi dan
tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien;
(2) memberikan prospek yang baik bagi masa depan
pegawai, antara lain: (a) hidup yang layak; (b) kenaikan
pangkat; (c) jabatan yang jelas profesinya; (d) tempat
pekerjaan yang menyenangkan; (e) jaminan-jaminan sosial
lainnya”.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, maka dalam manajemen Aparatur
Sipil Negara harus menerapkan sistem merit, sistem ini memberikan
kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terlibat dan sama-
sama mengasah dirinya agar termaksud dalam kategori profesional
serta bertanggungjawab terhadap tugas yang nantinya akan
dibebankan kepadanya’®. Sistem merit menjadi rujukan bagaimana
birokrasi dijalankan semestinya, birokrasi harus memiliki karasteristik

yang harmonis, tanpa pengaruh politik, netral dan berorientasi pada

73 Hasan Basri, Op.Cit, him. 33
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kualitas pelayanan publik dan diharapkan agar tidak terjerumus pada
penyakit yang dikenal dengan istilah bureaumania, dan dapat
dipastikan bahwa ini dapat diterapkan secara menyeluruh pada
birokrasi di level pusat maupun yang berada di kabupaten/kota’.
Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan ketentuan
pelaksanaan yang mengacu pada Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara, bahwa road map sistem merit mengacu pada
delapan aspek penilaian’®. Jika dilihat dalam penerapannya, sistem
merit Aparatur Sipil Negara pada praktiknya ada dua aspek penting
yang terlihat sangat kurang direspon oleh pemerintah khususnya
pemerintah daerah yakni, masalah pengembangan karier dan
peningkatan kompetensi aparatur, terutama dalam sistem mutasi
atau rotasi dalam jabatan yang belum jelas.
Aminuddin berpendapat bahwa :
“tidak adanya pengembangan karier yang jelas ini disebabkan
kurangnya pemetaan posisi jabatan di setiap instansi atau
lembaga pemerintah sehingga seharusnya setiap instansi atau
lembaga pemerintah membuat pemetaan jenjang karier aparatur
yang tergambar secara rinci sejak dari pangkat terendah sampai
kepada pangkat tertinggi disertai dengan pengembangan

kompetensi dan dilakukan secara teratur sehingga terwujud
kompetensi dan pada akhirnya tercipta spesialisasi’®.

74 Indaru Setyo Nurprojo, Op. Cit, HIm. 47

5 Lihat Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara.

76 Aminuddin limar,Op.Cit, him. 137-138
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“Univted Nations Development Programme pada laporannya dengan
judul Meritocracy for publik service excellence yang terbit pada tahun
2015, memberikan beberapa hal terkait dengan sistem merit,
diantaranya :

‘Jobs at every level: prinsip merit harus diterapkan tidak hanya untuk
promosi, namun juga untuk rekrutmen awal’;

“The best candidate: Memilih yang terbaik dari sejumlah kandidat,
seseorang yang dianggap dapat melaksanakan
tugas jabatan dengan baik”;

“Open to all: Rekrutmen harus dilakukan secara terbuka, tidak boleh
dibatasi hanya dari internal instansi atau dari
kelompok terbatas”; dan

Systematic, transparent and challangeable: Proses rekrutmen harus
sistematis, transparan dan kompetitif, dimana
keluhan dari kandidat yang gagal dianggap
sebagai masukan berharga yang akan
meningkatkan kualitas keputusan di masa
mendatang’’.

Deputi Bidang sumber daya manusia Kementerian pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi, Setiawan Wangsaatmaja

saat rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan karier Aparatur

77 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2018, Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Cetakan pertama, Komisi Aparatur Sipil
Negara, Jakarta, him. 7
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Sipil Negara pada jabatan pimpinan tinggi lingkungan instansi
pemerintah dan persiapan penilaian jabatan fungsional tertentu
untuk wilayah Indonesia Timur di Palu dan Sulawesi Tengah,
Menyampaikan bahwa ada enam point penting yang harus dicermati
dalam sistem merit, diantaranya :

Pertama, “tentang pengorganisasian perencanaan Aparatur Sipil
Negara didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis
jabatan dan analisis beban kerja, audit kepegawaian
penyesuaian arah kebijakan nasional”.

Kedua, “perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen
berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi, TKD &
TKB sistem komputerisasi, orientasi & engagement untuk
setiap penugasan pada jabatan baru”.

Ketiga, “pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan
kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk
setiap Pegawai Negeri Sipil, Training Need Analysis,
Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kinerja”.

Keempat, “penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara
membentuk Tim Penilai Kinerja, Performance dialogue
dan Merit & performance based incentives”.

Kelima, “promosi dan rotasi menuju Pegawai Negeri Sipil yang
dinamis dengan cara talent mapping, succession & career
planning dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open
recruitment adalah salah satu cara sebelum mendapatkan
calon terbaik di organisasi (talent management). Talent
mapping perlu dibentuk melalui Assessment Center yang
distandarisasi oleh badan kepegawaian negara, sehingga
setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk
mendapatkan talent terbaik”. dan

keenam, “mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem
pensiun dan sistem kompensasi yang memadahi.
Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun, yaitu
Pegawai Negeri Sipil berkontribusi melalui iuran pasti
sehingga tidak terlalu membebani anggaran negara”.’®

Sedangkan dalam penerapan sistem merit harus memperhatikan

beberapa tahapan diantaranya :

8 https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/enam-poin-penting-dalam-sistem-merit,
diakses tanggal 08/09/2020 pukul. 11.43 Wita
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1) Road Map penerapan sistem merit pada masing-masing
instansi pemerintah;

2) Pembentukan dan tugas tim penilai mandiri sistem merit pada
instansi pemerintabh;

3) Penetapan penilaian tingkat penerapan sistem merit pada
masing-masing pemerintabh;

4) Pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian penerapan sistem
merit pada masing-masing instansi pemerintah; dan

5) Pengawasan dan evaluasi dampak penerapan sistem merit
yang sudah dilaksanakan pada instansi pemerintah?®.

1.4Lembaga Pelaksana Manajemen Aparatur Sipil Negara

Objek dalam hukum administrasi negara yaitu kekuasaan
pemerintah, dan dalam kekuasaan tersebut sebagian besarnya
dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Pemegang kekuasaan dalam
pemerintahan adalah Presiden, sebagaimana hal mengenai
pengambilan kebijakan, pembinaan profesi hingga manajemen Aparatur
Sipil Negara menjadi kewenangannya®.

Selanjutnya Presiden mendelegasikan kewenangannya yang
berkaitan dengan penetapan pengangkatan, pemindahan hingga
pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada beberapa lembaga
diantaranya :

1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang pendayagunaan aparatur;

2) Komisi Aparatur Sipil Negara;

3) Lembaga Administrasi Negara; dan

79 Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara.

80 Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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4) Badan Kepegawaian Negara8:.

Berdasarkan pendelegasian kewenangan yang disebutkan
diatas, maka Lembaga-lembaga yang berwenang menjalankan
manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi :

a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi atau disingkat dengan Kementerian PANRB
Selaku kementerian negara, Kementerian PANRB bertugas
membantu Presiden dalam berkoordinasi dibidang pendayagunaan
aparatur dan reformasi birokrasi, serta merumuskan kebijakan.
Selain tugas yang telah disebutkan, Kementerian PANRB dalam hal
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dibidang reformasi
birokrasi, pengawasan, akuntabilitas aparatur, kelembagaan
dan tata laksana, sumber daya aparatur, serta pelayanan
publik;

2) Sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan
dibidang reformasi birokrasi, pengawasan, akuntabilitas
aparatur, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya
aparatur, serta pelayanan publik;

3) Berkoordinasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan
administrasi dan pembinaan kepada semua unsur organisasi
di lingkungan Kementerian PANRB;

4) Berkoordinasi dalam  pelaksanaan supervisi  dan
pengawasan dalam  penyelenggaraan  administrasi
pemerintahan;

5) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian PANRB; dan

8 pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dilingkungan Kementerian PANRB®2.

Dengan Visi “ Mewujudkan Aparatur Negara yang profesional dan
berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas
dunia”, juga dalam mewujudkan visi misi Presiden: “Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan
Gotong Royong”. maka keberadaan Kementerian PANRB
diharapkan dapat mewujudkan pembangunan dan meningkatkan
sistem merit pada pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi, sistem merit diharapkan dapat membangun transparansi
dan akuntabilitas kinerja pemerintah serta dapat menjadi media
untuk penyempurnaan kinerja Kementerian PANRB. Adapun peran
Kementerian PANRB yang dituangkan dalam Rencana Strategis
periode 2020-2024, mencakup beberapa hal diantaranya :

1. Membagun sumber daya manusia atau Aparatur Sipil
Negara melalui manajemen talenta dan menerapkan sistem
merit yang terfokus pada sektor-sektor yang dipilih dengan
memperhatikan kebutuhan serta karakter lokal;

2. Dalam pembangunan bangsa dan negara terutama pada
sektor-sektor pilihan yakni dengan mendorong peningkatan
diaspora misalnya peningkatan pendidikan dan kesehatan;

3. Membangun kelembagaan yang produktir, antisipatif dan
adaptif;

4. Mengembangkan sistem pelayanan publik dan mendorong
investasi dengan lebih cepat terutama mempercepat proses
perijinan dan memberikan solusi terhadap hambatan
pelayanan;

5. Mengembangkan dan replikasi inovasi agar pelayanan
publik lebih cepat dan efisien; dan

82 https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-dan-misi, Diakses pada
tanggal 08/09/2020 Pukul. 14.26 Wita
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6. Mempercepat reformasi birokrasi pada sektor-sektor pilihan
agar pencapaian tujuan nasional dapat dipercepat sekaligus
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
anggaran®,

Badan Kepegawaian Negara

Pada awalnya sebagian Pegawai Negeri berada dibawah
pemerintah Hindia Belanda dan sebagian lagi berada dibawah
pemerintah Republik Indonesia. Dengan situasi yang demikian itu
menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga
yakni Kantor Urusan Pegawai Negeri yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 tertanggal 30 Mei
1948 dan kedudukan ibukota pemerintahan berada di Yogyakarta
yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bernama Raden Pandji
Soeroso. Dan ditahun yang sama, Pemerintah membentuk dan
menetapkan Kantor Perwakilan Urusan Pegawai untuk wilayah
Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar®*.

Pada perkembangannya, Kantor Urusan Pegawai kemudian
menjadi BKAN yang lahir pada tanggal 30 mei 1948. Dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan,
fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola
kepegawaian, semakin dikembangkan. Sehingga Berdasarkan

Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah

lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan

83 RENSTRA Kementerian PANRB Tahun 2020-2024, Him. 4-5
84 https://www.bkn.go.id/profil/sejarah-bkn, diakses pada tanggal 08/09/2020 pukul 15.23
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langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,
mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan
mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian
sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan®.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, kedudukan Badan Kepegawaian Negara
semakin diperkuat dan strategis dalam manajemen Aparatur Sipil
Negara.

Pasal 1 Angka 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa “Badan Kepegawaian
Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil
Negara secara nasional’.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara menjabarkan bahwa Badan Kepegawaian Negara
memiliki fungsi:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil
Negara;

2. Penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara
dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,
perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan
pangkat, pensiun; dan

3. Penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara
yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah serta

bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan
sistem informasi Aparatur Sipil Negara.

85 |bid
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Sedangkan tugas Badan Kepegawaian Negara mencakup
beberapa hal, diantaranya :

1. Mengendalikan seleksi calon pegawai Aparatur Sipil
Negara;

2. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi
serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja
pegawai Aparatur Sipil Negara oleh instansi pemerintah;

3. Membina jabatan fungsional dibidang kepegawaian;

4. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi
kepegawaian aparatur sipil negara berbasis kompetensi
didukung oleh sistem informasi kearsipan yang
komprehensif;

5. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis
pelaksanaan kebijakan manajemen Aparatur Sipil
Negara;

6. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Aparatur
Sipil Negara; dan

7. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma,
standar, dan prosedur manajemen kepegawaian Aparatur
Sipil Negara®®.

Dalam rangka mengemban amanah Undang-undang, visi Badan
Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan
Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan
yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan
Presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan
Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas
Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan
‘mewujudkan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang

profesionalitas dan berintegritas untuk mendukung tercapainya

86 Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
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Indonesia maju yang berdaulat dan mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong”®’.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada

tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh

peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian

Negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata

terhadap pembangunan bidang Aparatur Sipil Negara melalui

pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri

Sipil, serta perbaikan sistem informasi Aparatur Sipil Negara

berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi

Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas Aparatur

Sipil Negara melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil
Negara;

2. Penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara;

3. Penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara;

4. Pengawasan dan pengendalian norma, standar prosedur, dan
kriteria manajeman Aparatur Sipil Negara; dan

5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajeman
internal Badan Kepegawaian Negera.

c. Lembaga Administrasi Negara
Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara mendefinisikan bahwa : “Lembaga

Administrasi Negara adalah lembaga non kementerian yang diberi

kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan dan pelatihan

87 https://www.bkn.go.id/profil/visi-misi, diakses pada tanggal 08/09/2020 pukul 15.43
Wita
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Aparatur Sipil Negara”. Keberadaan Lembaga Administrasi Negara
sebagai Lembaga nonkementerian merupakan lembaga yang
berkaitan dengan kewenangan bibidang penelitian, pengkajian
kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara termaksud
pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur
Sipil Negara®8.
Lembaga Administrasi Negara memiliki Visi “Menjadi rujukan
bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara”. Dan Misi
“‘Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas
aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan
tata pemerintahan yang baik, melalui :

1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara,

2. Pengkajian Kebijakan;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta

pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
4. Pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi dibidang administrasi.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi
Negara bertugas :

1. Mengkaji, meneliti, dan melakukan inovasi manajemen
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebijakan;

88 Pasal 25 Ayat (2) Huruf C Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara



80

2. Membina serta menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis
kompetensi;

3. Merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan
dan pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara secara
nasional;

4. Menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan
sertifikasi dibidangnya dengan melibatkan kementerian
dan lembaga terkait;

5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan
pelatihan penjenjangan;

6. Membina dan penyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan analisis kebijakan publik; dan

7. Membina jabatan fungsional dibidang pendidikan dan
pelatihan.

d. Komisi Aparatur Sipil Negara

Untuk menjamin perwujudan sistem merit dalam kepegawaian,
maka terdapat penguatan kelembagaan pengawas dan
penyelenggaraan kepegawaian, vyaitu Komisi Aparatur Sipil
Negara. Berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara memberikan amanat untuk membentuk
sebuah lembaga baru yang akan mendapat delegasi kekuasaan
Presiden dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta
mewujudkan sistem merit, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara®.

Pasal 27 undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, menyebutkan bahwa “Komisi Aparatur Sipil Negara

merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari

89 https://www.kasn.go.id/profil/sejarah, diakses tanggal 08/09/2020 pukul. 19.08 wita



https://www.kasn.go.id/profil/sejarah

81

intervensi politik untuk menciptakan pegawai Aparatur Sipil Negara
yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara
adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”.
Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki tugas untuk menjaga
netralitas Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas
pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara dan melaporkan
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen
Aparatur Sipil Negara kepada Presiden. Dengan adanya tugas
Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas Aparatur
Sipil Negara maka diharapkan Aparatur Sipil Negara dapat
berkonsentrasi terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayanan
masyarakat® :

1. Selain tugas diatas, Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki
wewenang untuk Mengawasi setiap tahapan proses pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia
seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi,
pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat
Pimpinan Tinggi mengawasi dan mengevaluasi penerapan
asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai
Aparatur Sipil Negara,

2. Meminta informasi dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan
masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara,

3. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;

4. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari
Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas
pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

%0 |bid
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Selain tugas dan fungsi diatas, fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara
dijabarkan pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara®!. Sehingga dalam melaksanakan
tugasnya, Komisi Aparatur Sipil Negara dapat :

pertama,melakukan penelusuran terhadap data informasi
pelaksanaan sistem merit dalam kebijakan dan
manajemen Aparatur Sipil Negara pada instansi-instansi
pemerintah;

kedua, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Aparatur
Sipil Negara yang berperan sebagai pemersatu bangsa;

ketiga, menerima adanya laporan tentang pelanggaran norma
dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai
Aparatur Sipil Negara;

keempat, melakukan Kklarifikasi dan penelusuran data atas
informasi terhadap dugaan pelanggaran norma dasar,
norma kode etik yang dilaporkan;

kelima, melakukan upaya dan pencegahan atas pelanggaran
norma dasar serta kode etik dan norma perilaku
dilingkungan Aparatur Sipil Negara.%

C. Kerangka Pemikiran
1. Kerangka Pikir
Untuk mewujudkan pembangunan secara nasional sesuai
amanah pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia alinea ke-4 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka
perlu ditunjang dengan perangkat penyelenggara pemerintahan yang
baik. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya yang harus

disiapkan untuk menunjang pembangunan bangsa dan negara

91 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku
ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada
Instansi Pemerintah.

92 Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Op.cit, HIm. 30-31
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sehingga dituntut untuk terus menerus mentransformasikan dirinya
menjadi learning nation, learning and achievement society yang
berkinerja tinggi dan solid. Dengan kata lain berkemampuan tinggi
melakukan knowledge acquisition, sekaligus memiliki kemampuan
prima dalam mendayagunakan informasi untuk memahami situasi dan
kondisi eksternal dengan baik, tetapi juga mampu mengembangkan
human capital yang kompetitif dan produktif melalui pengembangan
kompetensi®3.

Penerapan sistem merit dalam jabatan Aparatur Sipil Negara
setidaknya dapat mengurangi terjadinya praktik jual beli jabatan dalam
sebuah kompetisi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun
daerah. Terhadap perspektif aturan, sangat sulit dihindari oleh karena
kewenangan pengangkatan dan pemberhentian masih berada pada
kekuasaan pejabat pembina kepegawaian. Kalaupun itu tidak terjadi
lebih disebabkan karena integritas dari seorang kepala daerah yang
tidak mau terjebak dalam proses yang bias dan menyalahi prinsip the
right man on the right pleace.®*

Agar terjaminnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang lebih efektif serta efisien, mengoptimalkan
kompetensi Aparatur Sipil Negara maka diperlukan sistem yang

mampu membina dan memberikan jaminan terhadap hak-hak

9 Sedarmayanti, Op.Cit, HIm. 348

% Aminuddin llmar, 2020, Memaknai Kepemerintahan Yang Baik Melalui Penerapan
Prinsip Tata kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan, Phinatama Media,
Makassar, Him. 138
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Aparatur Sipil Negara. Sehingga dengan menerapkan sistem merit
memberikan harapan baru agar terwujud Aparatur Sipil Negara yang
berdedikasi tinggi, berintegritas, berkinerja tinggi serta profesional
terhadap suatu pekerjaannya. Dari segi substansi sistem merit diatur
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, dan aturan operasionalnya mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Aparatur Sipil Negara.

Fungsi manajemen tidak lain agar tercapai suatu tujuan yang
dicitakan oleh organisasi, adanya keterlibatan semuanya dalam
berbagai kegiatan, mengontrol/mengawasi sumber daya yang ada
secara efektif dan efisien atau mengawasi sebagai usaha tiap individu,
kerja sama yang kokoh dan konstruktif guna mencapai visi, misi,
tujuan dan program kerja Bersama.

Penggunaan konsep manajemen dalam Aparatur Sipil Negara
merupakan kontrol yang sistematis dari proses penjaringan
fundamental organisasi, termaksud proses perencanaan Aparatur
Sipil Negara, susunan organisai kepegawaian, desain pekerjaannya,
pelaksanaan pengembangan dan pelatihan, kompensasi serta
perlindungan, pengembangan Aparatur Sipil Negara, hingga pada
pemberhentian atau pensiunan. Sehingga untuk mengendalikan dan
mengatur proses tersebut, sistem kepegawaian negara harus

direncanakan, dikembangkan, dan diimplementasikan oleh
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manajemen puncak sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam
organisasi®.

Merebaknya kasus Pencopotan Jabatan yang tidak sesuai
prosedur, jual beli jabatan, penyuapan dalam jabatan, tidak
tersedianya Assessment Center dalam mengukur manajemen talenta
dalam pengembangan karier seperti yang dijelaskan dalam latar
belakang, hal yang demikian mencerminkan bahwa Rendahnya
integritas Pejabat Pembina Kepegawaian dan kurangnya kepedulian
pemerintah, sehingga mengakibatkan rendahnya penerapan sistem
merit pada instansi pemerintah. Gambaran buruknya birokrasi dan
kinerja Aparatur Sipil Negara yang masih tergolong rendah hingga
tidak kompetennya sebagian pejabat struktural dan staf yang ada,
sehingga perlu dilakukan pengkajian berdasarkan teori birokrasi
menurut Max Weber. Max Weber menyebutkan kriteria suatu
organisasi agar birokrasi dapat dijalankan sebagaimana
mestinya.olehnya teori ini penulis masukkan sebagai Grand Teory.

Teori selanjutnya adalah teori penegakan hukum yang
digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor yang mempengarubhi
penegakan kebijakan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil
Negara. Teori penegakan hukum menurut soerjono soekanto melihat

bahwa faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu

9% Muh. Kadarisman, 2018, Manajemen Aparatur Sipil Negara, Rajawali Pers, Depok,
Him. 8
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faktor substansi, struktur, sarana atau fasilitas, masyarakat dan
budaya hukum. olehnya teori ini penulis masukkan sebagai middle
teory.

Untuk menentukan bagaimana idealnya sistem merit dijalankan
dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, Penulis melakukan
pengkajian melalui konsep Reformasi Birokrasi yang kemudian
penulis jabarkan melalui dua indikator yaitu kelembagaan dan Sumber
Daya Manusia talenta digital sehingga diharapkan bahwa sistem merit
merupakan suatu sistem yang tepat untuk digunakan dalam
menempatkan seseorang pada posisi tertentu.

Tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki agar birokrasi
pemerintah lebih dinamis dalam merespon perubahan yang terjadi
saat ini. Peran Aparatur Sipil Negara sebagai lokomotif dalam
mendukung reformasi birokrasi perlu ditingkatkan sebagai tulang
punggung pembangunan nasional dan menjamin proses transformasi
dalam manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit
disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
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2. Bagan Kerangka Pikir

PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL

NEGARA

!

l

l

l

Hakikat pengaturan Faktor yang memengaruhi Konsep ideal penerapan

kebijakan sistem merit | Penerapan kebijakan | sistem merit dalam

dalam manajemen | | sistem  merit  dalam manajemen Aparatur Sipil
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e Struktur hukum
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* Budaya hukum
masyarakat

« Keadaan tertentu

—

kebijakan reformasi

birokrasi

+ Kelembagaan
« Sumber daya manusia
Talenta Digital

s~ —

Terwujudnya sistem merit yang ideal dalam manajemen Aparatur Sipil Negara
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3. Definisi Operasional

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kebijakan adalah aturan atau ketentuan dan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipertanggunjawabkan
secara hukum.

Sistem merit adalah proses manajemen Aparatur Sipil Negara yang
dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara
terbuka, adil tanpa membedakan status sosial seseorang.
Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah mekanisme yang
dilakukan guna meningkatkan derajat Aparatur Sipil Negara secara
efektif, efisien serta profesionalitas dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggungjawab guna menyelenggarakan tugas
pemerintahan.

Profesionalisme adalah kehandalan dalam melaksanakan tugas
sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat,
dan dengan prosedur yang mudah dipahami.

Pengaturan adalah ketentuan yang distandarkan disusun untuk
menjamin adanya keseragaman dalam melaksanakan tugas tanpa
memandang jumlah personil yang melaksanakan dan koordinasi
yang berbeda-beda.

Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk mengidentifikasi,
mengklasifikasikan serta mengatur berbagai kegiatan sesuai

dengan tugas dan wewenang kepada seseorang atau suatu



7)

8)

9)

10)
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lembaga berdasarkan pendelegasian kekuasaan yang dilakukan
dengan tujuan tertentu.

Efisiensi bermakna bahwa tugas yang diberikan mampu dikerjakan
dengan baik dan benar, terorganisasi dan sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan.

Kelembagaan merupakan organisasi dalam menjalankan perannya
sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah serta sebagai
proses interaksi maksimal antara pemerintah pusat dan daerah
serta institusi lainnya dalam mendukung reformasi birokrasi.
Sumber Daya Manusia Talenta Digital adalah Sumber daya
manusia atau individu yang produktif sebagai penggerak, pemikir
dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi yang memahami
digital dan berkemampuan mendukung aplikasi digital.

Keadaan tertentu adalah situasi yang luar biasa diluar dugaan dan
mempengaruhi terhadap apa yang diharapkan dan apa yang ingin

dicapai dalam implementasi kebijakan sistem merit.



